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PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2020-2024, Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional melaksanakan program dalam
rencana pembangunan jangka menengah nasional yang
dituangkan dalam rencana strategis Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,

b. untuk  melaksanakan rencana  strategis Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun
2020-2024, perlu menyesuaikan kebijakan anggaran
yang berorientasi pada program dan kegiatan prioritas

guna mencapai tujuan pembangunan nasional;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan  Kependudukan dan  Keluarga
Berencana Nasional tentang Rencana Strategis Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun

2020-2024;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62)
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan
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Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi;

8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan

Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1
Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya
disebut Renstra BKKBN adalah dokumen perencanaan yang
memuat mandat/tugas dan fungsi, kewenangan, peran,
perkembangan kondisi/isu strategis, arah kebijakan dan
strategi, program dan kegiatan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

www.peraturan.go.id



2020, No. 466

Pasal 2
Renstra BKKBN berlaku sebagai panduan dalam penyusunan,
pelaksanaan dan evaluasi program, kebijakan dan kegiatan di
lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional tahun 2020- 2024.

Pasal 3
Data dan informasi kinerja Rencana Strategis BKKBN Tahun
2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-
Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dokumenRenstra BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2.

Pasal 4
(1) Renstra BKKBN memuat:
a. kondisi umum serta potensi dan permasalahan;
b. visi, misi dan tujuan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional;
c. sasaran strategis Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional,
d. arah kebijakan dan strategi nasional,
e. arah kebijakan dan strategi Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional,
f.  kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
g. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
h. matrik kinerja dan matrik kerangka regulasi.
(2) Renstra BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5
Renstra BKKBN dimaksudkan sebagai pedoman dalam
penyusunan:
a. rencana strategis unit kerja eselon I dan rencana
strategis unit kerja eselon II;

b. penyusunan rencana kerja tahunan;
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c. penyusunan struktur program dan anggaran tahunan
beserta rancangan detail kegiatan;

d. penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan

e. sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan, serta
sinkronisasi/integrasi Program Pembangunan Keluarga,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaatau
program Bangga Kencana, baik antara pemerintah
pusatdan pemerintah daerah provinsi,kabupaten, dan
kota, maupun dengan pemangku kepentingan dan mitra

kerja.

Pasal 6
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1441), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2020
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum
A. Latar Belakang
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, memiliki  tugas untuk  melaksanakan  Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK). Akhir tahun 2019 BKKBN mengemas dan memperkenalkan
istilah Program KKBPK menjadi Program Pembangunan Keluarga,
Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi
Bangga Kencana. Perubahan nama dari KKBPK menjadi Bangga
Kencana tersebut bertujuan untuk memudahkan penyebutan
program, yang seringkali agak sulit untuk diucapkan. Peletakan
kata Pembangunan Keluarga di depan menunjukan bahwa BKKBN
merupakan lembaga yang ingin memberikan manfaat kepada seluruh
keluarga Indonesia. Selain itu, BKKBN harus dapat mewujudkan
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas,
kualitas, dan persebaran penduduk dan lingkungan hidup, serta
meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa tenteram dan
harapan masa depan yang lebih baik atau mandiri dalam

mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
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Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara

langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda

Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024,

yvaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas

dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan

Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya

Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan

dalam 3 Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki

Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP;
1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan 2)
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.

2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP;
Kesejahteraan Sosial.

3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan keschatan, dengan KP;
1) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB)
dan Kesehatan Reproduksi, dan 2) Percepatan Perbaikan Gizi

Masyarakat.

Sedangkan pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
BKKBN memiliki peran pada PP Revolusi Mental dan Pembinaan
Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa
dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan
Berkarakter, dengan KP pada Revolusi mental dalam sistem sosial
untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta

masyarakat dalam pembentukan karakter.

Sebagai penjabaran agenda pembangunan (PN) beserta PP dan KP
sebagaimana diatas, disusunlah Rencana Strategis (Renstra) BKKBN
2020-2024 yang secara umum digunakan sebagai acuan dalam
penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan

dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Untuk memastikan arah kebijakan dan strategi yang telah disusun di
dalam Renstra BKKBN 2020-2024 dapat diimplementasikan dengan

www.peraturan.go.id



2020, No. 466

baik diseluruh tingkatan wilayah, maka dokumen ini dilengkapi
dengan indikator-indikator, baik Indikator Sasaran Strategis (ISS)
BKKBN, Indikator Program/Indikator Kinerja Utama/ Outcome (IKU),
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Indikator Keluaran/Output
dengan target/sasaran yang memperhatikan hasil
perhitungan/proyeksi capaian target pada RPJMN 2020-2024 serta
mempertimbangkan hasil evaluasi pencapaian program/kegiatan
pada RPJMN dan Renstra periode sebelumnya. Selain itu, rumusan
Program dan Kegiatan yang dirancang dalam Renstra BKKBN 2020-
2024 ini juga memperhatikan berbagai dinamika lingkungan dan isu
strategis yang berkembang, serta memperhatikan kaidah
perencanaan berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi
sasaran, sehingga pengelolaan Program Bangga Kencana dapat tepat

sasaran dan memberi manfaat lebih kepada masyarakat Indonesia.

Isu Strategis
Berbagai isu strategis yang berkembang di Indonesia saat ini dan
perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan,
strategi, serta kebijakan program/kegiatan pada Renstra BKKBN
2020-2024 diantaranya adalah:
1) Isu strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata
kelola kependudukan;
a. Bonus demografi; Pembangunan Indenesia dalam periode
tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber
Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing,
yaitu SDM yang sechat dan cerdas, adaptif, inovatif,
terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan
tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya
melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta
peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah
satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang
diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/ total
fertility rate (TFR). Selama lima tahun terakhir, TFR
mengalami penurunan dari 2,41 anak per WUS (Wanita
Usia Subur) 15-49 tahun (SP 2010), menjadi 2,40 (SDKI
2017), dan data terakhir menunjukkan pada angka menjadi

2,38 (Survei RPJMN/SKAP 2018). Dalam jangka waktu yang
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relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu
penentu struktur penduduk. Struktur penduduk Indonesia
saat ini ditandai meningkatnya proporsi penduduk usia
produktif. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia
untuk mendapatkan bonus demografi (demographic
dividend) dengan salah satu prasyarat yang harus
terpenuhi, yakni tersedianya SDM yang berkualitas dan
berdaya saing. Struktur penduduk seperti ini harus dijaga
dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah
dengan tetap menjaga TFR pada level tertentu, dan bonus
demografi juga merupakan salah satu situasi yang harus
dimanfaatkan lintas sektor pembangunan.

b. Aging population; Perubahan struktur umur penduduk
Indonesia yang secara perlahan semakin “menua”
merupakan salah satu dampak pengendalian TFR dan
perbaikan status keschatan. Jumlah dan proporsi lansia di
Indonesia akan mengalami peningkatan yang lebih cepat
dibandingan dengan negara-negara yang telah mengalami
aging sebelumnya. Saat ini pengelolaan penduduk
kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada
keluarga dan komunitas. Keterbatasan kemampuan
keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan
menjadikan  lansia  semakin rentan, dan  potensi
permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang
mulai menua (aging population) ini akan berdampak pada
berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia
tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat.

c. Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup
berkeluarga; Kebijakan pembangunan manusia dilakukan
berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif,
termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut
maupun penduduk penyandang disabilitas. Narasi ini,
bahkan akan lebih komprehensif apabila dimulai dari
gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga
(perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan
keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang

dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang
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juga penting dalam preses tumbuh kembang anak, 1.000
Hari Pertama Kehidupan (pericde yang dimulai sejak
terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia
2 tahun), pendidikan anak usia dini (pra sckolah) sampai
dengan  usia  seckolah, remaja  dengan  berbagai
pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang
bekualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian
terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan).

d. Satu data kependudukan; Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia adalah
kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan
data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat
dipertanggungjawabkan  kebenarannya. Disatu sisi,
Pendataan Keluarga (PK) yang menjadi tugas dan
kewenangan BKKBN, harus dapat diintegrasikan dengan
data sektor lain, seperti Sensus Penduduk (SP), serta Data
Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga
dapat terwujud satu data yang lengkap baik guna
mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan
pengendalian pembangunan mnasional, maupun untuk
mendukung operasionalisasi program/kegiatan Bangga

Kencana di lini lapangan.

2) TIsu Strategis terkait pemenuhan layanan dasar;

a. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi; Kondisi
kesechatan ibu dan anak juga belum menunjukkan hal yang
menggembirakan, dimana Angka Kematian Ibu (AKI)
sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 20195),
sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per
1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017). Situasi ini harus
mendapat perhatian khusus serta membutuhkan kerja
keras bersama (lintas sektor dan pelibatan pihak swasta
dan masyarakat) untuk terus menurunkan angka kematian
ibu dan bayi di Indonesia secbagaimana target yang
ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
BKKBN berkontribusi dalam Kegiatan Prioritas Nasional
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(KP) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan
Reproduksi tentu perlu merumuskan strategi
program/kegiatan yang spesifik dalam penanganan AKI dan
AKB ini. Salah satu penyebab tingginya AKI adalah 4
(empat) terlalu, yakni terlalu muda, terlalu banyak, terlalu
dekat dan terlalu tua. Kehamilan yang tidak diinginkan di
usia muda akan sangat berisiko pada kematian atau dapat
berdampak buruk pada bayi yang dikandungnya. Risiko
tersebut dapat diminimalkan dengan operasionalisasi
Program Bangga Kencana yang tepat. Salah satunya dengan
memastikan individu maupun pasangan memiliki akses
terhadap informasi KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro),
dan layanan KB untuk merencanakan waktu dan jarak
kehamilan serta jumlah anak yang ideal.

b. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern; Penggunaan
kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence
Ratem/mCPR) menurun dari 37,9 persen (SDKI 2012)
menjadi 57,2 persen (SDKI 2017). Penurunan tertinggi
bahkan terjadi pada segmen usia 15 tahun hingga 29 tahun
vang merosot hingga 4%. Diperkirakan 2 (dua) penyebab
utama menurunnya jumlah pengguna kontrasepsi modern,
khususnya di kalangan kelompok usia produktif/ pasangan
usia muda adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan
muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses
terhadap informasi yang akurat dan tepercaya mengenai
alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern).
Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR,
diantaranya melalui peningkatan akses layanan
kontrasepsi, termasuk jaminan  ketersediaan  alat
kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB
(melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB
dan pelayanan KB  bergerak), serta peningkatan
pemahaman kesechatan reproduksi dan pengetahuan
tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyasar
pasangan usia muda/pasangan millenial, perlu
peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan

reproduksi. Informasi Program Bangga Kencana digital yang
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dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara
yvang lebih tepat di era digitalisasi saat ini.

Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan
reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu
diketahui oleh masyarakat khususnya para remaja agar
mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses
reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya.
Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki
sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai
proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi
kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang
tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual
menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat
mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka
kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility
Rate/ASFR) juga masih relative tinggi, meskipun
penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun. Kendala
yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan
calon pengantin terkait Lkesehatan reproduksi dan
penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi
yvang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja
dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem,
proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan
reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas
konsep perencanaan kehidupan berkeluarga.

Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Suburyang belum
terlayani (unmetneed) di Indonesia dikategorikan masih
tinggi. Selama kurun waktu empat tahun terakhir,
unmetneed terus mengalami penurunan walaupun terjadi
fluktuasi di antara tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2015,
posisi unmetneed sebesar 18,3 persen (Supas 2015), turun
menjadi 15,8 persen pada tahun 2016, naik menjadi 17,50
persen padat ahun 2017 dan kembali turun menjadi 12,4
persen pada tahun 2018 (Survei RPJMN/SKAP 2016-2018).
Dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya,

diketahui bahwa wunmetneed lebih tinggi di daerah
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perkotaan (11 persen) dibandingkan di daerah perdesaan
(10 persen). Dua puluh tiga persen wanita tidak mau ber-
KB karena alasan kekhawatiran terhadap efek samping,
sedangkan pada kalangan pria, ada 32 persen pria yang
dirinya ataupun isterinya tidak menggunakan alat
kontrasepsi dengan alasan tidak ingin ber-KB.

e. Prevalensi stunting masih tinggi: Stunting (gagal tumbuh)
merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap
kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak
yang gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu
pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu
perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat
mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta
produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Di
Indonesia, angka Prevalensi stunting masih cenderung
tinggi yaitu 37,2 persen pada tahun 2013. Walaupun angka
tersebut sudah mengalami penurunan menjadi 30,8 persen
pada tahun 2018, pemerintah tetap harus memberikan
perhatian serius terhadap isu ini, terutama agar anak-anak
Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal
dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional,
sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu
berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Kemudian
salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian
diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang
keschatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal
memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu
memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat
hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan
minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK],
serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola

asuh yang baik dan menjaga keschatan lingkungan.

www.peraturan.go.id



15 2020, No. 466

3) Isu Strategis terkait membangun kebudayaan dan karakter
bangsa;

a. Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga:
Peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa
belum menggembirakan, hal ini terlihat dari jumlah
keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang
8 fungsi keluarga baru mencapai 38 persen (SKAP 2018).
Adapun 8 fungsi keluarga tersebutadalah: 1) Fungsi Agama;
2) Fungsi Sosial Budaya; 3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang;
4) Fungsi Perlindungan; 5) Fungsi Reproduksi; 6) Fungsi
Sosialisasi dan Pendidikan; 7) Fungsi Ekonomi, dan 8)
Fungsi Pembinaan Lingkungan (Peraturan Pemerintah
Nomor 87 Tahun 2024 tentang  Perkembangan
Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem
Informasi Keluarga). Keluarga memiliki peranan yang
sangat penting dalam upaya pembentukan dan
pengembangan karakter manusia Indonesia yang positif.
Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan
pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama
maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan
faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi
pribadi dan anggota masyarakat yang berkarakter. Lebih
lanjut, untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju,
moedern, unggul, dan berdaya saing dalam kompetisi
dengan negara-negara lain maka peran kebudayaan dan
karakter bangsa menjadi sangat penting. Cita-cita untuk
mewujudkan bangsa Indonesia yang berbudaya dan
berkarakter dapat dilakukan melalui  pendidikan,
pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan dalam keluarga.
Keluarga bertanggung jawabuntuk menanamkan nilai-nilai
luhur dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terkait
nilai teleransi dan saling menghargai, gotong royong, sopan
santun, kebersamaan dan kerukunan, kepedulian terhadap
sesama, serta cinta tanah air (nasionalisme). Hal ini dapat
didukung oleh kegiatan pembangunan keluarga yang

mensosialisasikan serta membudayakan 8 fungsi keluarga
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sebagai upaya penanaman nilai-nilai moral dan karakter
yvang bermartabat.

b. Pernikahan usia anak: Kasus pernikahan usia anak banyak
terjadi di berbagai penjuru dunia dan telah menjadi
perhatian internasional mengingat risiko yang timbul akibat
pernikahan anak yang dipaksakan, hubungan seksual pada
usia anak, kehamilan pada usia yang sangat muda,
gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan
anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan
dan keterlantaran, infeksi penyakit menular seksual, serta
risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat
persalinan pada usia yang relatif sangat muda. Meskipun
angka pernikahan anak mengalami penurunan secara
bertahap dari 33 persen pada tahun 1985, 26 persen pada
tahun 2010, dan 23 persen pada tahun 2016, namun
prevalensinya masih relative konstan. Dalam laporan
"Perkawinan Usia Anak di Indonesia" yang dikeluarkan
Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Children’s
Fund (UNICEF) pada Januari 2017 terdapat 20 provinsi
dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi
dibanding angka nasional (22,8 persen). Prevalensi atau
angka kejadian pernikahan anak lebih banyak terjadi di
perdesaan dengan angka 27,1 persen, dibandingkan dengan
di perkotaan (17,1 persen). Permasalahan lain, perkawinan
anak di bawah wusia 15 tahun tidak mencerminkan
prevalensi yang sesungguhnya, karena banyak perkawinan
disamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas
16 tahun. Perkawinan anak juga akan berdampak besar
pada generasi yang selanjutnya yang terjebak dalam
lingkaran kemiskinan. Keadaan ekonomi rendah akan
mengakibatkan sulitnya akses terhadap fasilitas penunjang
keterampilan dan pendidikan, akses terhadap pelayanan
keschatan, pangan dan gizi serta akses terhadap
lingkungan tempat tinggal yang kondusif. Langkah
penanggulangan isu ini diantaranya dapat melalui
penanaman norma sosial dan budaya praktik penundaan

usia menikah melalui keluarga (orangtua), kelompok
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kegiatan, pendidikan/sosialisasi kesehatan reproduksi
melalui sekolah/guru, serta tokoh agama/tokoh

masyarakat.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi penguatan Program

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana

(Bangga Kencana) kedepan, BKKBN perlu menggali potensi-potensi yang

dimiliki dan memahami segala permasalahan kependudukan di Indonesia

saat ini. Analisis atas ketimpangan yang ada antara potensi dan
permasalahan harus dapat diisi dengan program/kegiatan yang tepat

(tepat sasaran) sekaligus mampu menjawab tantangan atas isu strategis

yang berkembang. Potensi dan permasalahan yang ada saat ini

diantaranya:

1) Struktur penduduk Indonesia menunjukkan ciri positif ditandai
dengan tingginya proporsi penduduk wusia produktif. Kondisi
kependudukan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk
mendapatkan bonus demografi (demographic dividend). Dalam upaya
untuk mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi secara
maksimal, diperlukan strategi yang tepat guna meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan,
serta diperlukan langkah-langkah penguatan pemaduan dan
sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sehingga
pemanfaatan bonus demografi dapat lebih komprehensif. Untuk
memenuhi hal tersebut, dalam merumuskan arah kebijakan dan
strategi pengendalian penduduk yang efektif, efisien dan tepat
sasaran, perlu memperhatikan beberapa permasalahan pengendalian
penduduk diantaranya,

a. Angka kelahiran total secara nasional masih perlu diturunkan
agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang, serta perlunya
perhatian terhadap tingginya disparitas TFR dan kondisi
demografi antar wilayah.

b. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dacrah yang
menangani pengendalian penduduk.

c. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian

penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan.
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d. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Berwawasan
Kependudukan (IPBK) yang menunjukkan belum optimalnya
keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan
bidang Kependudukan.

e. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu
kependudukan sehingga diperlukan upaya yang masif dan
terstruktur untuk KIE /promosi Program Bangga Kencana.

2) Melalui Pembangunan Sosial Ekonomi dan Program Keluarga
Berencana, Indonesia berhasil menekan angka kelahiran dari 5,6
anak per wanita tahun 1967-1971 menjadi 2,4 anak tahun 2016-
2018. Hasilnya, laju pertumbuhan penduduk (LPP) dapat dihambat
dari 2,3 persen antara tahun 1971-1980 menjadi 1,43 persen tahun
2010-2015. Diperkirakan LPP 2015-2020 menurun mejadi 1,1
persen, menjadi 0,81% pada pericde 2025-2030, dan diharapkan
dapat mencapai 0,41 persen tahun 2040-2045 (Proyeksi Penduduk
Indonesia 2015-2045; BPS, Bappenas, UNFPA 2018). Meski begitu,
jumlah penduduk masih akan bertambah dari 269,6 juta tahun
2020, menjadi 294,1 juta pada tahun 2030 dan diperkirakan akan
mencapai 318,9 juta tahun 2045. Oleh karena itu, diperlukan kerja
keras untuk menekan angka kelahiran (TFR) mencapai 2,1 per anak
tahun 2024. Telah terbukti bahwa keberhasilan penurunan Fertilitas
banyak dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan,
penurunan kematian, serta peningkatan pendidikan dan urbanisasi.
Sehingga untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)
dengan TFR 2,1 tahun 2024 diperlukan dukungan dan kerjasama
seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini merupakan
permasalahan sekaligus potensi yang kedepannya harus dapat diisi
dengan program/kegiatan yang tepat sasaran serta memperhatikan
bahwa LPP tidak hanya terkait dengan tingkat kelahiran saja, tetapi
juga terkait dengan kematian dan migrasi. LPP merupakan isu lintas
sektor/bidang, penguatan peran lintas sektor/bidang dalam
mencapai penurunan LPP harus ditangani Tim Lintas K/L yang
dikcordinasi oleh Pemerintah, terutama dibawah koordinasi
Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

3) Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani

berbagai instrumen hak asasi manusia serta memiliki komitmen
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terhadap berbagai program pembangunan kesehatan dan keluarga
berencana yang tertuang dalam Program Aksi ICPD, Tujuan
Pembangunan Milenium (MDGs), Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) termasuk di dalamnya kemitraan global Family
Planning 2020 (FP2020). Salah satu tujuan FP2020 adalah untuk
mendukung hak-hak setiap perempuan (kesetaraan hak perempuan)
untuk dapat menentukan secara bebas, dan untuk diri mercka
sendiri, apakah mereka ingin memiliki anak, kapan akan
memilikinya, dan berapa jumlah anak yang ingin dimiliki. Begitupun
dengan SDGs yang juga memiliki target untuk mencapai kesetaraan
gender. Program KB, atau yang saat ini disebut dengan Program
Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana
(Bangga Kencana) juga harus memperhatikan isu-isu kesetaraan
gender dalam pengembangan kegiatan-kegiatan prioritasnya.
Program Bangga Kencana di Indenesia (khususnya Bidang Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi) saat ini telah mencapai
tahapan yang matang dimana tingkat pemakaian kontrasepsi cukup
tinggi (sekitar 61 persen untuk semua jenis kontrasepsi dan sekitar
57 persen untuk kontrasepsi modern). Dibutuhkan strategi yang
inovatif untuk menjangkau sasaran yang semakin terfockus pada
wilayah legok dan fokus pada penyiapan kehidupan berkeluarga bagi
remaja. Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian
dalam penggarapan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi (KBKR) tahun 2020-2024 diantaranya;
a. Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan
unmetneed antar wilayah.
b. Tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Ouf) disertai masih
rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria.
c. Belum optimalnya sistem sinkronisasi faskes yang sudah
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ke dalam SIM BKKBN.
d. Masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan bidang KBKR di
daerah.
€. Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca
Persalinan (KB-PP).
Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama
bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting

dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini
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sampai dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui pola
pengasuhan dan pendidikan dimanapun ia berada, baik dalam
keluarga inti, keluarga besar, maupun institusi pengasuhan
alternatif. Keluarga juga berperan penting dalam pembentukan
karakter dan kepribadian remaja terutama untuk menginternalisasi
nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko.

Pendidikan anak wusia dini harus dilakukan secara holistik

(menyeluruh). Pengembangan dan pendidikan anak sejak usia dini

merupakan investasi yang strategis dalam meningkatkan kualitas

sumber daya manusia terutama untuk mengembangkan karakter
anak. Demikian pula dalam pembinaan remaja, keluarga merupakan
wahana yang tepat dalam melakukan pendampingan terhadap
remajanya untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian
dalam kaitan dengan lanjut usia, sebagian besar lansia di Indonesia
masih tinggal bersama keluarga. Oleh karena itu, keluarga harus
dipersiapkan agar memahami konsep 7 (tujuh) dimensi lansia
tangguh dan mampu melakukan pendampingan perawatan jangka
panjang (long-term care) lansia. Tujuh dimensi lansia tangguh

tersebut adalah; 1) Spiritual; 2) Intelektual; 3) Fisik; 4) Emosional; 5)

Sosial-Kemasyrakatan; 6) Profesional Vokasional; dan 7) Lingkungan.

Sementara itu, lansia yang potensial tetap didorong untuk menjadi

lansia yang aktif (active aging) yang dapat bermanfaat bagi keluarga

dan lingkungannya.

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama

dalam pembangunan keluarga diantaranya:

a. Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

b. Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian
masyarakat (Generasi milenial dan generasi 7).

c. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang
perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga.

d. Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga
yvang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar
anggota keluarga.

e. Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya
kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan

perawatan jangka panjang lansia.
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f. Terbatasnya  akses  keluarga dan  masyarakat untuk
mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga.
g. Masih terjadi disintegrasi bidang Pembangunan Keluarga lintas
sektor.
Intervensi  komunikasi yang dikenal sebagai “komunikasi
perubahan perilaku” atau “behavior change communication” (BCC)
digunakan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat guna
memberikan dampak terhadap tujuan program yang
diimplementasikan. Komunikasi berlangsung dalam 3 (tiga) domain
utama; 1) lingkup sosio politik (lingkungan dan kebijakan yang
mendukung), 2) sistem penyediaan layanan (akses kepada layanan
dan produk), dan 3) interaksi antar individu anggota masyarakat
(faktor yang secara langsung berkaitan dengan perilaku individu).
Keberhasilan advokasi dan penggerakan akan memberikan efek
ganda; pada tingkat provinsi/kabupaten/kota dapat memunculkan
berbagai dukungan dari sisi regulasi, dan pada tingkat masyarakat
dan individu dengan memperhatikan Audience insight (keinginan inti
penerima pesan) akan memunculkan penguatan jejaring dan
penguatan norma yang semakin mendorong sikap kolektif yang
berpihak terhadap program Bangga Kencana. Perbaikan pada strategi
advekasi perlu menekankan pada bukti dalam melakukan advokasi
(evidence based advocacy) dan tahapan-tahapan advokasi yang
disusun harus berdasarkan pada teori dan hasil lapangan yang telah
diuji. Lebih lanjut terkait data dan informasi, BKKBN bertanggung
jawab melakukan Pendataan Keluarga (PK) untuk memenuhi
kebutuhan data basis keluarga secara nasional. Hasil PK ini
dijadikan dasar dalam penentuan sasaran Kkegiatan operasional
sehingga dapat lebih tepat dan efektif/efisien karena didasarkan pada
kondisi, potensi, dan kebutuhan aktual dari masing-masing keluarga.
Pendataan keluarga juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas
kesertaan ber-KB (penggunaan metode kontrasepsi yang tepat,

efektif, aman, dan nyaman).

Dari berbagai potensi yang ada masih terjadi kesenjangan antara
harapan dan hasil di lapangan, sehingga perlu diidentifikasi beberapa
permasalahan terkait advokasi, penggerakan dan informasi yang

perlu mendapatkan penguatan, diantaranya:
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a. Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan
promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan
pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam
mendukung program Bangga Kencana.

b. Kurang optimalnya sinergitas antara Pemerintah Pusat dan
Daerah dalam Advokasi, KIE, dan penggerakan lini lapangan.

c. Kondisi kelembagaan di Kabupaten/Kota yang belum
sepenuhnya menunjang tugas dan fungsi advokasi dan KIE
Program Bangga Kencana.

d. Belum optimalnya fokus dan kesinambungan penggerakan
Mekanisme Operasional (Mekop) Lini Lapangan.

e. Belum terbangunnya mekanisme penjaringan partisipasi dan
peran serta aktil masyarakat secara efektif dalam advokasi, KIE
dan Penggerakan program Bangga Kencana.

f. Perlunya peningkatan kualitas data basis program Bangga
Kencana (termasuk dukungan dari sisi Teknolegi Informasi/TI).

6) Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi
SDM adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan
pelatihan. Pendidikan dan pelatihan telah berjalan dengan baik untuk
mempersiapkan ASN BKKBN agar mampu mengemban tugas fungsi
yvang diberikan secara berkualitas serta para tenaga program yang
mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana. Penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun
berjenjang terus dilakukan dengan mengupayakan penyediaan tenaga
pelatih/pengajar yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
Sejalan dengan itu, terus dilakukan peningkatan kualitas kurikulum
dan bahan ajar sesuai dengan situasi, kondisi dan tuntutan program.
Untuk meningkatkan mutu kediklatan terus dilakukan akreditasi
Diklat serta meningkatkan jejaring kemitraan Diklat. Melalui “center
of excellent”, BKKBN terus menyiapkan program unggulan yang dapat
dikerjasamakan (dalam dan luar mnegri), menyusun program
kerjasama billateral dan multilateral yang aplikatif di lini lapangan
serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan internasional. Lebih
lanjut, bidang penelitian dan pengembangan saat ini telah
menghasilkan berbagai hasil penelitian yang mempunyai kualitas
baik. Namun perlu terus dilakukan peningkatan kapabilitas tenaga

fungsional peneliti serta perluasan kemitraan dengan perguruan
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tinggi sehingga dapat menambah hasil penelitian yang lebih

berkualitas dan dapat diterbitkan pada jurnal nasional dan

internasional yang terakreditasi. Beberapa permasalahan yang perlu
dicermati lebih lanjut diantaranya;

a. Kompetensi ASN BKKBN dalam aspek manajerial belum
sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan
strategis dan persebaran tenaga fungsional Program Bangga
Kencana yang belum merata.

b. Kurang optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan
pengembangan Program Bangga Kencana baik oleh internal
BKKBN maupun oleh mitra kerja dan pemangku kepentingan
(stakeholders).

c. Perlunya penguatan kerjasama bilateral dan multilateral, baik
dalam maupun luar negeri vang Dbenar-benar dapat
dioperasionalkan dalam mendukung pengelolaan Program

Bangga Kencana di Indonesia.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi, Misi dan Janji Presiden RI
Presiden dan Wakil Presiden RI telah menyampaikan Visi dan Misi
Pemerintah Pericde tahun 2020-2024 dalam rangka “meneruskan jalan
perubahan untuk Indonesia maju” yang menjadi acuan Kementerian
PPN/Bappenas dalam penvusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan harus dijadikan acuan cleh
seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Strategis

(Renstra) K/L periode tahun 2020-2024.

A. Visi
Visi Pemerintah yang telah ditetapkan cleh Bapak Presiden adalah
“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang mengandung
harapan kinerja Pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan
dapat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan
semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara
yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat

Pancasila dan UUD 1945.

B. Misi

Kemudian dalam upaya meneruskan jalan perubahan untuk

mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Bapak Presiden telah

menetapkan 9 (sembilan) Misi, yaitu:

1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2)  Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4)  Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

9) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya.

7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
pada seluruh warga.

8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
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9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
Sembilan misi ini merupakan pengembangan, percepatan dan
pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan
Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa
mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada

manusia).

Janji Presiden RI yang terkait Program Bangga Kencana

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji
Presiden 2020-2024 Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan
pemetaan atas kesesuaian Program dan Kegiatan Prioritas (termasuk
Sasaran Strategis, Outcome, dan Output) seluruh K/L terhadap Janji
Presiden yang harus diimplementasikan selama periode S (lima)
tahun kedepan, serta memberikan arahan agar berbagai
Program /Kegiatan Prioritas yang disusun oleh K/L sesuai dengan
Arah Kebijakan dan Strategi yvang tertuang di dalam RPJMN 2020-
2024.

Terkait dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan

Keluarga Berencana (Bangga Kencana), secara umum BKKBN

berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian Janji Presiden

dalam hal:

1) Pembangunan Keluarga
BKKBN tetap dalam lingkup Misi Peningkatan Kualitas Manusia
Indonesia, mendukung sepenuhnya upaya pencapaian Janji
Presiden terkait “Meningkatkan keterlibatan perempuan/ibu
dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan
karakter dalam keluarga” dan “Revolusi Mental dalam sistem
sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur bangsa dalam
institusi keluarga dan interaksi antar warga”. Terutama dalam
pengembangan kegiatan prioritas dalam penguatan peran
keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak
usia dini, serta pengembangan kegiatan terkait Revolusi Mental
dalam sistem sosial untuk penguatan ketahanan keluarga dan
masyarakat.

2) Kependudukan
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Pembangunan Kependudukan terkait langsung dengan Misi
Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup
Janji Presiden untuk “Memantapkan Reformasi Sistem
Kependudukan Nasional”. Dalam hal ini BKKBN mendukung
sepenuhnya Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024
dalam Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial, terutama
dalam upaya “Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan
memperkuat tata kelola kependudukan”.
3) Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana (KB) terkait langsung dengan Misi
Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup
Janji Presiden untuk “Meningkatkan akses perempuan/ibu
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan
reproduksi, terutama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu
(AKI). BKKBN mendukung Arah Kebijakan dan Strategi pada
Rancangan RPJMN 2020-2024 dalam upaya “Peningkatan
kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan

reproduksi”.

2.2 Penyelarasan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN
Dalam mendukung Visi, Misi dan Janji Presiden RI 2020-2024
sebagaimana tertera diatas, maka Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen atas Visi, Misi dan Tujuan
sebagai berikut:
A. Penyelarasan Visi
“Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk
yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-
Royong”.
Visi tersebut mengandung pengertian:
1) Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia.
Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total
(TFR) diturunkan menjadi 2.26 pada tahun 2020 sampai dengan
2.1 pada tahun 2024.
2) Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk
mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan

menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk
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berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
yvang berkualitas dan berdaya saing.

3) Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang
komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang
merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR.
Bidang KBKR meningkatkan keschatan ibu dan anak guna
membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.

4) Pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus
hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga

yang berketahanan dan berkarakter.

Penyelasaran Misi

Dalam penjabaran upaya-upaya yvang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan Visi BKKBN tersebut diatas, maka dirumuskan Misi

sebagai berikut:

1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga
kualitas dan struktur penduduk seimbang.

2) Menyelenggarakan  keluarga  berencana dan  kesehatan
reproduksi secara komprehensif.

3) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic
integrative sesuai siklus hidup.

4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat
dan kerjasama global.

9) Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.

6) Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan

kesejahteraan SDM aparatur.

Tujuan

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024,

BKKBN memiliki tujuan untuk:

1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram,
mandiri dan bahagia.

2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh
Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas
sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi

pembangunan.
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2.3 Sasaran Strategis

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi

dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang

tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan

Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu

ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang

dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-

2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR) dapat
mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada
tahun 2024.

2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi
Modern/ Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) ©1,78 persen
pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun
2024.

3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ UnmetNeed 8,6
persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada
2024.

4)  Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 135-19
tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target
25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18
per 1.000 kelahiran pada 2024.

5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar
53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun
2024.

6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun
pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024,

Sebagaimana tertera sebelumnya, seluruh Sasaran Strategis diatas
dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan BKKBN. Agar upaya
pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut dapat tetap terukur, maka
BKKBN menggunakan Indikator Dampak “Laju Pertumbuhan Penduduk
(LPP)”. Sebagaimana dijabarkan pada Bab I (Potensi dan Permasalahan),
LPP merupakan indikator yang upaya pencapaiannya harus secara
komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta harus

dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia. Target LPP

www.peraturan.go.id



9. 2020, No. 466

dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini mengacu pada Proyeksi Penduduk
Indonesia 2015-2045 dengan interval 5 (lima) tahunan, yvang disusun
pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian
PPN/Bappenas, dan UNFPA. Ditetapkan target LPP dalam periode 2015-
2020 dapat mencapai 1,11 persen, dan diharapkan penurunan LPP dapat

mencapai 0,95 persen selama periode 2020-20235.
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BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Agenda pembangunan nasional selama 20 tahun telah dituangkan di
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025, yang merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara
menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan
sebelumnya. Saat ini Indonesia memasuki periode terakhir RPJMN IV
tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN
menjadi landasan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024
untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
meneckankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung

oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Lebih lanjut sebagaimana tertera dalam Lampiran I Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama
sebagais trategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian
sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup 1)
Pembangunan Sumber Daya Manusia, 2) Pembangunan Infrastruktur, 3)
Penyederhanaan Regulasi, 4) Penyederhanaan Birokrasi, dan 3)

Transformasi Ekonomi.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Visi Misi dan 5 (lima) arahan
utama Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024, yang
selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan (Prioritas
Nasional/PN). Dalam hal ini, BKKBN diberi mandat untuk turut
berkontribusi secara langsung pada PN “Meningkatkan Sumber Daya
Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, dan PN “Revolusi Mental
dan Pembangunan Kebudayaan®, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional (PN) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berkualitas dan Berdaya Saing;
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1) Program Prioritas (PP) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola
Kependudukan, dengan KP; 1) Integrasi Sistem Administrasi
Kependudukan, dan 2) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pengendalian Penduduk.

2) PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP;
Kesejahteraan Sosial.

3) PP Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan
KP; 1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana
(KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan 2) Percepatan Perbaikan
Gizi Masyarakat.

Dari Program Prioritas tersebut, BKKBN memiliki kontribusi terhadap

KP Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi,

dengan fokus strategi untuk:

a). Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya
pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi.

b). Perluasan cakupan KB dan kesechatan reproduksi berkualitas
sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan
dengan pemerintah daerah.

c). Peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan
reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender.

d). Peningkatan kompetensi PKB/PLKB.

€). Penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan
reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan
organisasi profesi.

f). Penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE)
Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Keschatan
Reproduksi secara komprehensif.

Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan

Kebudayaan;

PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideoclogi Pancasila untuk

Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk

Mentalitas Bangsa yang Maju, Mcdern, dan Berkarakter, dengan KP

Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan,

kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan

karakter sejak usia dini. Dari KP tersebut, BKKBN berkontribusi

melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:
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1) Peningkatan pemahaman peran keluarga yvang memiliki anak
remaja dalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja.

2) Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja
dalam pembentukan karakter.

3) Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan
pendampingan anak sejak usia dini.

4) Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan

kualitas keluarga.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah

kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020C-

2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program

Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI

sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasicnal Indonesia periode

2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai

berikut:

a. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik
dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan
karakter di keluarga melalui strategi:

1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga;

2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak,
serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui
keluarga,;

3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan
kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan
berkeluarga bagi remaja;

4)  Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga;

9) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan;

6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi
lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang
bagi lansia;

7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.

b. Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian
penduduk melalui strategi:

1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan

(GDPK);
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2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian
penduduk;

3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan;

4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi
kependudukan.

Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang

komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi

sasaran melalui strategi:

1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani
KBKR;

2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR;

3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran
khusus;

4) Peningkatan KB Pria;

9) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi
berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak
diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca
Persalinan (KB PP);

6) Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.

Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana

sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang

dapat diwujudkan melalui strategi:

1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga
Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah;

2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan
pemberdayaan  masyarakat melalui  penggerakan  kader
PPKBD/Sub PPKBD.

Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, dengan

strategi:

1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program
Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh
tingkatan Wilayah;

2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk

memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.
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Berbagai arah kebijakan dan strategi BKIKBN sebagaimana tersebut diatas
tentunya memerlukan dukungan untuk membantu agar operasionalisasi
Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

1. Dari sisi Pelatihan, Penclitian dan Pengembangan Program Bangga
Kencana, arah Xkebijakan yang diambil diantaranya untuk
meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan
Hasil Penclitian dan Pengembangan Inovasi, serta Penguatan
Kerjasama Global Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan
melalui strategi:

a. Peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui
pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis
teknologi informasi.

b. Peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil Penelitian dan
Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana sebagai
input/masukan atas rumusan kebijakan.

c. Peningkatan Lkemitraan dan kerjasama global di bidang
pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk memperkuat
kelembagaan.

2. Dari sisi Dukungan Manajemen, Sekretariat Utama memiliki arah
kebijakan untuk dukungan manajemen yang berkualitas dalam
mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat
diwujudkan melalui strategi:

a. Penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan
dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tata laksana.

b. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN.
PenguatanPerencanaan Program danAnggaran.

d. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan
Pengembangan SDM Aparatur.

e. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah-
tanggaan yang berkualitas.

3. Dari sisi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, Inspektorat
Utama memiliki arah kebijakan untuk meningkatkan Akuntabilitas
Pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, yang akan diwujudkan melalui strategi:

a. Mendorong pengelolaan keuangan BKKBN secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, eckonomis, efisien,

danefektif.
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b. Mendoreng pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP), Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara efektif dan
efisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN
Provinsi.

c. Mendorong seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala BKKBN
dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon I
dan Perwakilan BKKBN Provinsi.

d. Mendorong pencapaian sasaran strategis BKKBN secara efektifl

dan efisien.

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana
tertera diatas, terutama dalam implemetasinya, BKKBN akan terus
memperhatikan perkembangan situasi/kendisi dan isu strategis nasional
serta prioritas strategi pembangunan nasional. Salah satu strategi
pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian adalah
Pengarusutamaan Gender yang telah diamanatkan dalam Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender merupakan isu
lintas sektor yang tanggung jawab implementasinya harus didukung baik
oleh Pemerintah Pusat (lintas K/L) maupun oleh Pemerintah Daerah.
BKKBN berkomitmen untuk memastikan setiap orang (laki-laki dan
perempuan) mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan Program
Bangga Kencana serta memperhatikan konsep Pegarusutamaan Gender
dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan

evaluasi Program/Kegiatan Bangga Kencana yang inklusif gender.

Kerangka Regulasi

Untuk mengimplementasikan Program Bangga Kencana secara maksimal
diseluruh tingkatan wilayah, diperlukan dukungan kerangka regulasi
selain dari apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 52
Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga. Upaya implementasi Program Bangga Kencana di seluruh
tingkatan wilayah juga telah didukung dengan telah diterbitkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah memasukan kegiatan-

kegiatan prioritas lapangan Program Bangga Kencana di tingkat Provinsi
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dan Kabupaten/Kota. Akan tetapi, integrasi kerangka regulasi dalam

dokumen perencanaan tetap harus disusun guna mensinergikan kerangka

pendanaan dan kerangka pelayanan umum dan investasi sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkreonisasi Proses

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024, yang menyatakan bahwa

Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam

rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan

penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Oleh sebab itu, kerangka regulasi BKKBN diarahkan untuk menjamin

terwujudnya pencapaian target/sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN

dan Renstra BKKBN 2020-2024. Secara umum, diperlukan dukungan
regulasi yang dapat memperkuat posisi dan pelaksanaan Program Bangga

Kencana, diantaranya:

a. Harmonisasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah terkait dengan Kelembagaan Program Bangga Kencana di
daerah Provinsi dan Kab/Kota serta penguatan Program Bangga
Kencana di Desa, sebagai dukungan untuk:

1) Kelembagaan Program Bangga Kencana di Provinsi, dan
Kabupaten /Kota sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

2) Penyelenggaraan Program Bangga Kencana di Daerah, baik
tingkat Provinsi, Kabupaten /Kota, maupun Desa.

3) Penguatan implementasi Program Bangga Kencana oleh tenaga
lini lapangan.

Hasil harmonisasi ini juga dapat menjadi acuan dalam merumuskan

regulasi lain (baik baru, revisi, maupun regulasi turunan) dari

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Undang-Undang

Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang sesuai

dengan kebutuhan penyelenggaraan Program Bangga Kencana di

seluruh tingkatan wilayah.

b. Peraturan Bersama atau MoU antara Kepala BKKBN, Kementerian

Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
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Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penguatan Program Bangga

Kencana di Desa, sebagai dukungan untuk:

1) Undang-Undang Nomor ©6 Tahun 2014 terkait sistem
pemerintahan desa yang mengambarkan posisi yang
equal/setara antara pemerintah desa dengan masyarakat desa
dan pengelola desa scbagai organ pemerintah dan organ
kemasyarakatan. Dalam hal ini, model kelembagaan untuk
mendukung Program Bangga Kencana harus menyesuaikan
dengan desain pemerintahan desa. Kelembagaan yang masuk
dalam lingkup local self government agar keseluruhan program
akan mendapatkan dukungan politis dan operasional dari
pemerintah desa.

2) Tenaga lini lapangan yang memiliki kualifikasi sebagai
perencana, pelaksana dan sekaligus penggerak. Tenaga lini
lapangan harus dapat bekerja selaku birokrasi Program Bangga
Kencana dan sebagai role model yang mampu menggerakkan
potensi masyarakat agar dapat berpartisipasi secara optimal.
Kemampuan komunikasi dan negosiasi dengan kepala Desa,
perangkat Desa dan tokoh masyarakat akan menjadi titik
kekuatan keberhasilan program. Oleh karena itu, tenaga lini
lapangan harus diberikan dukungan terkait dengan posisi
kelembagaan program dalam  perangkat desa sebagai
kelembagaan pemerintahan desa sehingga kinerja para tenaga
lini lapangan dapat dijalankan secara profesional, terencana,
terukur serta memiliki dampak terhadap kebijakan nasional di
bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga.

3) Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Bangga
Kencana lintas sekter yang dilaksanakan di Kampung KB.
Sinkronisasi kegiatan lintas sektor dapat meningkatkan manfaat
Kampung KB bagi masyarakat, terlebih apabila dapat
dilaksanakan dengan tepat sasaran (segmentasi sasaran
wilayah) atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat (segmentasi
kebutuhan masyarakat). Selain itu, koordinasi juga dapat
dilakukan untuk mewujudkan sinergitas data yang dimiliki oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (Kemendes PDTT), terutama data terkait daerah
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3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Indonesia) sebagai basis
data penetapan segmentasi sasaran wilayah/lokasi Kampung KB
yang perlu segera mendapat perhatian khusus.

Kebijakan yang sistematis dan strategis dalam rangka optimalisasi

pelaksanaan pembangunan Program Bangga Kencana. Program

Bangga Kencana harus dapat diselenggarakan secara terpadu dengan

menggunakan pendekatan lintas sektoral dari seluruh potensi yang

ada baik dari pemerintah, swasta, maupun peran serta/inisiatif
masyarakat. Penguatan landasan hukum dalam bentuk Peraturan

Presiden RI sebagai dukungan regulasi terhadap Penyelenggaraan

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan

penyerasian kebijakan pembangunan Program Bangga Kencana

terhadap beberapa permasalahan sangat diperlukan, antara lain:

1) Penerbitan landasan hukum dan penyerasian kebijakan yang
saat ini belum memadai, dimana masih terdapat beberapa
peraturan pemerintah dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga yang belum disusun dan ditetapkan, dan masih
banyak kebijakan pembangunan sektor lain yang belum sinergi
dengan pembangunan Program Bangga Kencana.

2) Penegasan komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan
daerah terhadap kebijakan Program Bangga Kencana yang
masih relatif rendah. Diperlukan regulasi untuk meningkatkan
pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang Program
Bangga Kencana, sinergitas kebijakan perencanaan program dan
penganggaran yang terkait dengan Program Bangga Kencana di
dalam perencanaan daerah, dan peraturan perundangan yang
mendukung penguatan kelembagaan.

3) Penguatan koordinasi pembangunan Program Bangga Kencana
dengan program pembangunan lainnya, antara lain koordinasi
dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga
Harapan/PKH, Jampersal dan SJSN Kesehatan, serta
penanganan atas kebijakan pembangunan Pregram Bangga
Kencana yang selama ini masih bersifat parsial.

4)  Penerbitan Peraturan Presiden tentang Pedoman
Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga yang merupakan amanat/perintah dari
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Pasal 14 Peraturan Pemerintah 87 Tahun 2014 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,

Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
Standarisasi pelayanan KB yang mempertimbangkan aspek
penggerakan, pelayanan di fasilitas keschatan yang merujuk pada
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Sistem Kesehatan
Nasional dan aspek pembinaan kepesertaan ber-KB. Program Bangga
Kencana merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah
penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian
integral pembangunan nasional. Peraturan Kepala BKKBN Nomor:
55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota perlu
disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada (termasuk
target/indikator kinerja 2020-2024). Selain itu, pengaturan mengenai
pelayanan KB juga perlu dilakukan pembaruan dan pengayaan
materi yang mempertimbangkan aspek penggerakan, pelayanan di
fasilitas kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional dan aspek pembinaan
kesertaan ber-KB.
MoU antara BKKBN dengan Lembaga Administrasi Negara dalam
rangka akreditasi lembaga/balai pendidikan dan pelatihan (Diklat)
BKKBN. Tenaga Penyuluh KB/PLKB yang merupakan PNS/ASN
memiliki fasilitas untuk meningkatkan kapasitasnya sebagaimana
diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara. Dari ketentuan Pasal 11 tersebut
menunjukkan bahwa adanya tuntutan bagi ASN untuk bekerja
secara professional dan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan
penilaian akreditasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan
BKKBN yang fungsinya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas
standar kualitas pendidikan dan pelatihan, termasuk pelatihan
kompetensi manajerial, dan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan bagi tenaga Penyuluh KB/PLKB.
Peraturan Bersama atau MolU antara Kepala BKKBN dengan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dalam rangka peningkatan profesionalitas tenaga lini
lapangan KB di Desa. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
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dalam memperkuat basis program di tingkat lini lapangan sangat
diperlukan mengingat sasaran terdepan dan wujud keberhasilan
Program Bangga Kencana adalah pada tingkat lini lapangan yakni di
perdesaan. Strategi untuk meningkatkan partisipasi kelembagaan di
desa juga harus menyesuaikan kebijakan nasional di desa yang
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2014 tentang
Desa.

g Peraturan Kepala BKKBN Tentang Sertifikasi tenaga Penyuluh KB/
petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang memperhatikan
penjenjangan/pengembangan kompetensi sesuai tuntutan program
dan memperhatikan pemerataan distribusi tenaga PKB/PLKB di
desa.

h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Bangga Kencana BKKBN yang
intinya sebagai acuan dan pedoman kerja bagi OPD Bidang Dalduk
dan KB yang menangani bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten/Kota namun belum mengatur secara
teknis tentang bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga
Kencana di tingkat kecamatan. Untuk itu perlu disusun regulasi
dalam bentuk Peraturan Kepala BKKBN tentang Balai Penyuluhan
sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di
Tingkat Kecamatan agar program-program Bangga Kencana dapat
terlaksana dengan baik sesuai dengan rancangan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Menteri Dalam Negeri sebagai kementerian yang membawahi
organisasi pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah, telah
mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Peraturan teknis tersebut dibentuk atas perintah Pasal 19 ayat (5),
Pasal 22 avat (8), Pasal 28 ayat (5), Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 49
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam menyusun regulasi
tentang Balai Penyuluhan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Program Bangga Kencana di Tingkat Kecamatan diperlukan

harmonisasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
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Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah agar

tidak ada kontradiksi antar peraturan.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji
Presiden, BKKBN harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis
(tata laksana), dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan
tugas yang dibebankan kepada BKKBN secara efektif dan efisien baik di
tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat kantor perwakilan di wilayah.
Dalam perspektif ini kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan
mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Dari
sisi regulasi yang berlaku, penataan kelembagaan BKKBN berangkat dari
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Presiden Nomor
62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan
Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputuan
Presiden No. 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1

Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Memperhatikan bahwa permasalahan dan tantangan yang dihadapi

BKKBN dewasa ini dan dimasa mendatang semakin kompleks dan

dinamis, pengembangan dan penataan kelembagaan BKKBN perlu

berorientasi pada sekurang-kurangnya lima prioritas sebagai berikut:

a. Memperkuat budaya organisasi yang mengacu pada nilai-nilai good
corporate governance (tata kelola organisasi yang baik) dan
berorientasi pada outcome;

b. Merevisi model operasional dengan prioritas penataan pada
penyempurnaan dan percepatan proses bisnis dengan
mengoptimalisasikan penggunaan teknologi informasi, digitalisasi
dan big data;

c. Menyempurnakan sistem birokrasi melalui penataan struktur

organisasi yang lebih “adaptif” terhadap lingkungan bisnis (adaptive
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organization), dan dapat meningkatkan kemampuan organisasi
untuk mencapai tujuan secara efisien (“fit-for-purpose’);

d. Meningkatkan kontribusi dan prestasi kerja pegawai melalui
pengembangan manajemen talenta yang sekurang-kurang mencakup
peningkatan kinerja, kompetensi dan komitmen pegawai;

e. Menjadi lebih proaktif dalam mengedukasi dan bekerjasama dengan
stakeholders untuk menghasilkan berbagai terobosan dalam
pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan

pembangunan keluarga, baik di tingkat nasional mapun daerah.

Pengembangan dan penataan Kelembagaan BKKBN memerlukan proses
yang cukup panjang, selain harus mempertimbangkan arah kebijakan,
strategi, tujuan, sasaran strategis serta sasaran program dan Indikator
Kinerja Utama per-unit Eselon I yang akan dicapai dalam RPJMN dan
Renstra BKKBN periode 2020-2024, juga harus memperhatikan sinergitas
lintas sekter/lintas Kementerian/Lembaga (KL) serta memperhatikan
arahan Presiden RI terkait penyederhanaan struktur organisasi K/L,
pemangkasan alur birokrasi (pemangkasan Tk. Eselon III dan Eselon 1V),
serta penambahan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara untuk
mempercepat pelaksanaan pelayanan fungsional sesuai dengan

keahlian / keterampilannya.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan RPIJMN 2020-2024, Sasaran Strategis dan berbagai strategi
operasional sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka di
dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini perlu dirumuskan target kinerja dan
kerangka pendanaan untuk periode 2020-2024. Secara garis besar terdapat 2
(dua) Program di lingkungan BKKBN, yaitu 1 (satu) program teknis dan 1 (satu)
program generik (pendukung):
1. Program Teknis: Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan

Keluarga Berencana (Bangga Kencana), terdiri dari:

a. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK);

b. Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK);

c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR);

d. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN); dan

e. Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (LALITBANG).
2. Program Generik: Program Dukungan Manajemen BKKBN, terdiri atas:

a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang

dilaksanakan oleh Sekretariat Utama (SETTAMA); dan
b. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur yang

dilaksanakan oleh Inspektorat Utama (ITTAMA),

4.1 Target Kinerja
Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur
secara berkala dan dievaluasi pada akhir periode RPJMN/Renstra 2020-
2024. Target kinerja terdiri dari sasaran Program yang merupakan hasil
yang akan dicapai dari suatu program, dalam rangka pencapaian Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BKKBN (sebagaimana tertera pada
Bab 1II) yang mencerminkan berfungsinya keluaran, termasuk didalamnya
Indikator Program/Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja Eselon I
beserta kegiatan yang akan dilakukan (termasuk Indikator Kinerja
Kegiatan/IKK) yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran
(output) dari suatu kegiatan untuk mencapai target/sasaran program dan
IKU (outcome) yang telah ditetapkan.
a. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Berencana  (Bangga Kencana), memiliki sasaran  program

“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana
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dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, serta

mewujudkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan®,

dengan Indikator Sasaran Program:

1) Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-
49 Tahun;

2) Angka prevalensi kontrasepsi modermn (Moderm Contraceptive
Prevelance Rate/ mCPR);

3) Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (UnmetNeed);

4)  Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility
Rate/ASFR 15-19);

9) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga);

6) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP};

7)  Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten;

8) Persentase Kerjasama Internasional Bangga Kencana yang
diimplementasikan; dan

9) Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan

Kebijakan Program Bangga Kencana.

Program Bangga Kencana diimplementasikan oleh 5 (lima) Unit Kerja

Eselon I (Kedeputian), yaitu:

1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK),
dengan sasaran “Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tentram
dan Bahagia (keluarga berkualitas)” yang akan dicapai melalui
Indikator Kinerja Utama (IKU):

a) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga);

b) Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan usia 25-49
tahun; dan

c) Persentase Baduta Stunting.

2) Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK), dengan sasaran
“Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi
kebijakan pembangunan pengendalian penduduk” yang akan
dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):

a) Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS 15-
49 tahun;

b) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK).

c¢) Indeks kepedulian terhadap Isu Kependudukan; dan

d) Persentase Kampung KB mandiri.
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Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR),

dengan sasaran “Meningkatnya kesertaan keluarga dalam

Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi” yang akan

dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):

a) Persentase angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern
Contraceptive Prevelance Rate/ mCPR);

b) Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi
(UnmetNeed);

c) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP); dan

d) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun/Age Specific
Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun.

Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN), dengan

sasaran “Meningkatnya cakupan dan kualitas advokasi KIE,

jejaring kemitraan, kinerja petugas lini lapangan dan

pengelolaan smart data dan informasi melalui teknologi”® yang

akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):

a) Presentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga
Kencana;

b) Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi
(Drop Out/DO); dan

¢) Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi
(UnmetNeed).

Bidang Pelatihan, Peneclitian dan Pengembangan (LALITBANG),

memiliki sasaran program “Mewujudkan SDM Aparatur dan

Tenaga Program Bangga Kencana, Penelitian dan

Pengembangan, serta Kerjasama Internasional yang berkualitas”

vang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai

berikut:

a) Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang
Kompeten,

b) Persentase Kerjasama Internasional Bangga Kencana yang
diimplementasikan; dan

c) Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan

Kebijakan Program Bangga Kencana.
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b. Program Dukungan Manajemen BKKBN memiliki sasaran program
“Meningkatnya kualitas pengelolaan dukungan manajemen dan tugas
teknis lainnya di lingkungan BKKBN dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik”, dengan Indikator Sasaran Program:

1) Tingkat Kepuasan (Indeks) Layanan Dukungan Manajemen
Program Bangga Kencana.

2) Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK).

3) Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM).

Program Dukungan Manajemen BKKBN dilaksanakan oleh 2 (dua)

Unit Kerja Eselon I, yaitu:

1) Sekretariat Utama (SETTAMA) yang melaksanakan Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,
memiliki sasaran program “Meningkatnya kualitas dukungan
manajemen dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana”
yvang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):

a) Indeks Reformasi Birokrasi;

b)  Opini atas laporan keuangan dari BPK;
c) Tingkat maturitas SPIP;

d) Indeks Sistem Merit;

2) Inspektorat Utama (ITTAMA) yang melaksanakan Program
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
memiliki sasaran program “Meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan Program Bangga Kencana®, yang akan dicapai
melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):

a) Sertifikasi ISO 37001;

b) Persentase materialitas temuan eksternal terhadap
anggaran BKKBN; dan

c) Level Kapabilitas APIP (IACM).

Penjabaran/turunan dalam mewujudkan sasaran program, sasaran Unit

Eselon I beserta IKU yang telah ditetapkan, telah disusun target kinerja

pada level kegiatan (Unit Kerja Eselon II) beserta Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK) yang disampaikan sebagaimana Lampiran I (Matrik Kinerja

dan Pendanaan BKKBN).

4.2 Kerangka Pendanaan
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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Nasional, pendekatan penganggaran diarahkan agar berbasis program

(money follows program) melalui penganggaran berbasis kinerja. Kerangka

pendanaan disusun guna pengintegrasian sumber pendanaan, baik

sumber pendanaan pemerintah  maupun non-pemerintah, yang
dimanfaatkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rasionalisasi Kerangka Pendanaan BKKBN 2020-2024 sebagai berikut:

a. Perencanaan dan penganggaran perlu berorientasi pada hasil dengan
menetapkan  prioritas nasional dan  pengembangan — aspek
kewilayahan. Penentuan prioritas nasional sejalan dengan tema
Rencana Kerja Pemerintah dan hasil evaluasi capaian indicator
Renstra BKKBN serta mempertimbangkan daya ungkit terhadap
capaian nasional dan sasaran strategis.

b. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang menjadi bahan
pertimbangan besaran pagu anggaran dalam waktu tiga tahun
kedepan perlu diperkuat. Reviu baseline yang menjadi dasar
pengukuran efektifitas dan efisiensi anggaran BKKBN perlu
memberikan input terhadap KPJM yang disusun. Upaya ini dilakukan
untuk meningkatkan kualitas belanja (value jfor money) dan
penajaman anggaran berbasis kinerja berdasarkan kinerja tahun
berjalan dan bukan terhadap realisasi.

c. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan skema
alternative kerangka pendanaan untuk meningkatkan kualitas
layanan public dan mengurangi ketimpangan pelayanan public antar
daerah. Skema alternative pendanaan Program Bangga Kencana yang
diperuntukan bagi daecrah dapat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
fisik, DAK non fisik dalam bentuk Bantuan Operasional Keluarga
Berencana (BOKB), DAK Penugasan, dan/atau DAK Afirmasi.
Penyaluran skema alternatif pendanaan tetap melalui proses
sinkronisasi program/kegiatan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan
Arah Kebijakan dan Strategi, baik sinkronisasi antara RPJMN dan
RPJMD, Renstra dan Renstrada, maupun sinkronisasi dalam
penjabaran  kegiatan pada RKP dan RKPD, serta tetap

memperhatikan isu strategis program/kegiatan Bangga Kencana dan
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sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.

d. Skema hibah dalam dan luar negeri melalui mitra pembangunan juga
dapat berkontribusi dan diberikan ruang untuk pengembangan
Program Bangga Kencana vang bersifat inovatif. Kerangka pendanaan
melalui mitra non-Pemerintah (swasta) dan pemberdayaan
masyarakat atau public private partnership (PPP) juga memiliki
potensi besar dalam kerangka pendanaan.

4.3 Perencanaan Program dan Kegiatan Prioritas berbasis Kewilayahan
Rencana Strategis (Renstra) BKRKBN 2020-2024 memprioritaskan indicator
Sasaran Strategis vang harus dicapai secara nasional, akan tetapi capaian
tingkat nasional juga tidak terlepas dari pencapaian target/sasaran di
seluruh tingkatan wilayah. Untuk menjamin penggarapan Program dan
Kegiatan Prioritas vang disusun dalam upaya pencapaian Sasaran
Strategis tersebut dapat diimplementasikan secara baik di seluruh
tingkatan wilayah diperlukan pemetaan targel Sasaran Strategis per-
Provinsi serta pemetaan potensi vang dapat menjadi focus penggarapan di
setiap wilayah (Provinsi). Pemetaan fokus penggarapan wilavah dalam
Renstra BKKBN ini bersifat acuan dasar pengembangan kebijakan dan
strategi Renstra per-Unit Kerja Eselon | (UKE 1) dan Unit Kerja Eselon 11
(UKE 1I) 2020-2024, baik BKKBN Pusat maupun Perwakilan BKKBN
Provinsi. Selain itu, pemetaan wilayah ini dapat dikembangkan secara
lebih spesifik sampai tingkat intervensi yang paling bawah. Pemetaan
fokus penggarapan Program Bangga Kencana dalam Renstra BKKBN
2020-2024 secara garis besar dikelompokan sebagai berikut:

a. Pemetaan Target Indikator Sasaran Strategis per-Provinsi;
Penetapan target Sasaran Strategis per-Provinsi di dalam dokumen
Renstra ini berdasarkan sumber data baseline SDKI 2017 dan
Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2015-2045 serta sumber data
lainnya vang terpercaya. Adapun hasil penetapan target Sasaran
Strategis per- Provinsi dapat dilihat pada Tabel-Tabel di bawah ini;
1)  Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-

49 Tahun
I DKl JAKARTA 224 [ 196 1,94 | 1,82 | 1,91 | 1,89
| 2 | JAWA BARAT 2,36 [2,15] 2,12[2,10 | 2,07 [ 2,04 |
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3 JAWA TENGAH 232 | 205|202 200|197 | 194
4 | DI YOOYAKARTA 2,19 [ 1,92 1,90 | 1,87 [ 1,85 | 1,83
5 JAWA TIMUR 2,08 | 1,94 | 1,91 | 1,89 [ 1,86 | 1,83
6 | ACEH 272 | 2,19 | 2,17 | 2,15 | 2,18 | 2,11
7 | SUMATERA UTARA 2,93 | 2,20 2,18 | 2,16 | 2,14 | 2,11
8 | SUMATERA BARAT 248 | 224|222 | 220|218 216
9 | RIAU 287 (2,25 2,23 | 2,20 | 2,18 | 2,15
10 | JAMBI 2,31 | 223220217 | 214 | 2,10
11  SUMATERA SELATAN 263 (233 | 2,30 | 2,27 | 2,23 | 2,19
12 | LAMPUNG 230 | 224 | 221 | 2,17 | 2,14 | 2,10
13 KALIMANTAN BARAT 2,65 | 2,24 | 2,21 | 2,18 | 2,14 | 2,10

14 | KALIMANTAN TENGAH 247 | 2,19 | 2,15 | 2,10 | 2,06 | 2,00
15 KALIMANTAN SELATAN 2,41 |2,26 | 2,23 | 2,19 | 2,16 | 2,12

16 = KALIMANTAN TIMUR 268 | 2,17 | 2,14 | 2,11 | 2,08 | 2,04
17 | SULAWESI UTARA 224 | 2,10 [ 2,07 | 2,05 | 2,02 | 1,99
18  SULAWESI TENGAH 2,71 | 2,27 | 3,24°| 2,20 | 2,17 | 3,13
19 | SULAWESI SELATAN 244 | 2,13 | 2,11 | 2,10 | 2,08 | 2,06
20 | SULAWESI TENGGARA 2,83 | 2,30 | 2,28 | 2,26 | 2,24 | 2,21
21  MALUKU 3,29 | 293|291 | 2,89 | 2,87 | 2,84
22 | BALl 207 | 1,97 | 1,96 | 1,94 | 1,92 | 1,90

23 | NUSA TENGGARA BARAT | 2,54 | 2,25 | 2,23 | 2,21 | 2,19 | 2,16
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 3,37 | 2,43 | 241 | 2,39 | 2,36 | 2,33

25 | PAPUA 3,31 [2,29[227 [ 2,24 [ 2,22 [ 2,20
26 | BENGKULU 2,30 | 2,24 | 221 | 2,17 | 2,14 | 2,10
27 | MALUKU UTARA 2,86 [227 224221219215
28 | BANTEN 2,34 | 2,19 | 2,17 | 2,14 | 2,12 | 2,09
29 | BANGKA BELITUNG 2,30 |2,25] 223 219|216 [ 2,12
30 | GORONTALC 2,46 221|218 2,15 (2,12 208
31 | KEPULAUAN RIAU 2,29 | 2,19 [ 2,17 [ 2,16 | 2,14 | 2,13
32 | PAPUA BARAT 3,19 | 2,35 | 2,33 | 2,30 | 2,28 | 2,26
33 | SULAWESI BARAT 2,74 [ 2,33 [ 2,31 | 2,28 | 2,26 | 2,23
34 | KALIMANTAN UTARA 2,80 | 2,23 | 2,20 | 2,17 | 2,15 | 2,12

Keterangan: )* Baseline SOKI 2017
2) Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modem Contraceptive

Prevelance Rate/mCPR)

I DKI JAKARTA 80,60 | 56,56 | 56,91 |57,27 |57,62 [58,07
2 | JAWA BARAT 59,50 |62,87 (63,27 |63,67 (64,07 (64,59
3 JAWA TENGAH 59,50 |63,93 64,35 64,76 |65,17 65,70
4| DI YOOVAKARTA 57,30 [62,01 62,40 62,79 |63,17 |63,67
5 | JAWA TIMUR 63,10 [65,24 65,66 66,08 |66,50 |67,04
6 | ACEH 46,40 | 56,13 | 56,48 (56,83 |57,18 |57,63
7 | SUMATERA UTARA 43,90 | 56,57 | 56,92 |57,27 |57,62 |58,08
8 | SUMATERA BARAT 50,10 54,44 |54,78 [55,12 [55,46 |55,89
9 | RIAU 50,70 |60,46 |60,83 161,21 [61,58 [62,07
10 lJAMBI 63,50 |64,64 65,04 65,44 [65,84 |66,36
11 | SUMATERA SELATAN 61,40 [65,29 (65,69 66,10 |66,51 [67,03
12 | LAMPUNG 65,70 |66,47 |66,88 [67,29 (67,71 |68,24
13 KALIMANTAN BARAT 61,00 66,55 |66,97 (67,38 [67,80 68,33
14 | KALIMANTAN TENGAH 69,40 (72,33 |72,78 (73,23 [73,68 [74,26
15 KALIMANTAN SELATAN 64,40 66,32 66,74 |67,15 |67,56 |68,09
16 | KALIMANTAN TIMUR 59,30 [66,21 [66,62 |67,04 |67,45 [67,98
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17  SULAWESI UTARA 61,00 |63,23 (63,63 64,02 |64,41 |64,92
18 | SULAWESI TENGAH 59,40 [65,26 |65,66 66,07 [66,47 [67,00
19 | SULAWESI SELATAN 48,70 | 54,82 | 55,16 |55,50 | 55,85 | 56,28
20 | SULAWESI TENGGARA 46,50 | 55,63 | 55,97 96,32 | 56,66 | 57,11
21 MALUKU 39,20 [45,42 (45,70 45,99 (46,27 |46,63
22 | BALl 54,80 | 56,82 |57,18 |57,53 [57,88 | 58,34

23 | NUSA TENGQOARA BARAT |50,90 |55,80 56,15 |56,49 | 56,84 |57,29
24 | NUSA TENGGARA TIMUR [41,20 |56,09 |56,44 (56,74 |57,14 |57,59

25 | PAPUA 35,90 54,17 |54,51 154,85 |55,18 |55,62
26 | BENGKULU 64,40 |65,00 |65,49 65,00 |66,30 |66,83
27 | MALUKU UTARA 50,00 159,30 | 59,67 |60,04 |60,41 |60,88
28 | BANTEN 57,30 | 59,80 (60,17 |60,54 |60,21 |61,39
20 | BANGKA BELITUNG 62,20 |62,77 |63,16 |63,35 |63,94 |64,45
30 | GORONTALO 55,60 |63,25 | 63,64 |64,04 |64,43 |64,94
31 | KEPULAUAN RIAU 46,30 |48,70 [19,01 149,31 49,61 | 50,00
33 | PAPUA BARAT 35,90 |51,45 |51,77 152,00 |52,41 | 52,83
33  SULAWESI BARAT 48,60 | 55,64 | 55,98 56,33 | 56,68 |57,12
34 | KALIMANTAN UTARA 46,90 | 56,62 | 56,97 |57,32 |57,68 | 58,13

Keterangan: )* Baseline SDKI 2017
3)  Persentase Kebutuhan ber-KB vg tidak terpenuhi (Unmetneed)

1 | DKI JAKARTA 15,60 [10,32] 9,88 | 945 | 9,01 | 8,55
2 | JAWA BARAT 11,00] 8,17 [ 7,69 | 7,22 [ 6,75 | 6,22
3 | JAWA TENGAH 10,80 6,82 | 6,34 | 5,86 | 538 | 4,84
4 | DI YOOYAKARTA 6,30 | 5,74 | 5,62 | 5,50 | 5,38 | 5,29
5 | JAWA TIMUR 7,70 | 7,54 | 7,86 | 7,18 [ 7,00 | 6,84
6 | ACEH 12,30[10,49]10,32110,15] 9,97 | 9,85
7 | SUMATERA UTARA 10,70 | 8,64 | 8,50 | 8,36 | 8,21 | 8,11
8 | SUMATERA BARAT 9,10 | 8,76 | 8,63 | 8,49 | 8,35 | B27
9 | RIAU 11,30 9,15 | 8,97 | 8,79 | 861 | 8,47
10 | JAMBI 6,80 | 6,95 | 6,79 | 6,63 | 647 | 6,33
11 | SUMATERA SELATAN 8,60 [ 7,88 [ 7,70 | 7,51 | 7,32 | 7,16
12 | LAMPUNG 8,40 | 8,69 | 847 8,26 [ 8,04 | 7,85
13 KALIMANTAN BARAT 9,80 [ 8,36 | 8,16 1 7,95 | 7,74 | 7,55

14 ]KALIMANTAN TENGAH 6,30 | 5,78 | 5,55 | 5,36 | 5,18 | 5,00
15 KALIMANTAN SELATAN 8,50 | 837 | 8,16 | 7,96 | 7,75 | 7,57

16 l KALIMANTAN TIMUR 10,20 | 8,33 | 8,13 | 7,92 | 7,72 | 7,54
17 | SULAWESI UTARA 12,40 | 10,88 | 10,40 | 9,92 | 944 | 8,92
18  SULAWESI TENGAH 9,40 | 8,04 | 7,85 | 7,66 | 747 | 7,31
19 | SULAWESI SELATAN 14,40 | B86 | 8,45 8,03 | 762 | 7,17
20  SULAWESI TENGGARA 15,20 | 13,18 12,97 | 12,76 | 12,54 | 12,39
21 | MALUKU 19,00 13,68 13,30 | 12,91 | 12,53 | 12,17
22 | BALl 10,70 | 9,29 | 8,86 | 8,43 | 8,00 | 7,53

23  NUSA TENGGARA BARAT 15,60 14,72| 14,48 14,24 | 14,00 13,84
24 | NUSA TENGGARA TIMUR 17,60 |13,89 13,67 | 13,44 | 13,21 | 13,05

25 PAPUA 15,20 12,03 11,85 11,67 | 11,48 11,36
26 | BENGKULU 6,90 | 7,17 | 7,01 | 6,84 | 6,67 | 6,52
27 | MALUKU UTARA 17,70 | 14,68 | 14,41 | 14,14 | 13,86 | 13,65
28 lBAN'IEN 9,80 | 9,67 | 9,49 | 9,31 | 9,12 | 8,98
29 | BANGKA BELITUNG 5,60 | 5,86 | 5,74 | 5,61 | 549 | 5,39
30 |GORONTALO 12,90 | 990 | 9,43 | 8,95 | 8,47 | 7,96
31 | KEPULAUAN RIAU 10,70 8,88 | 8,50 | 8,13 | 7,76 | 7,36
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33 | PAPUA BARAT [23,60]20,00]19,73 19,45 19,17 [ 19,01
33  SULAWESI BARAT 114,60 13,17 | 12,96 | 12,75]12,53 12,39
34 | KALIMANTAN UTARA 115,80 13,40 (13,18 | 12,96 [ 12,73 | 12,57

Keterangarn: )* Baseline SDKI 2017

tahun

I | DKI JAKARTA

Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility

Rate/ASFR 15-19)

I | DKI JAKARTA 13 13 1 11 10
2 | JAWA BARAT 30 29 25 24 22
3 | JAWA TENGAH 26 25 22 21 19
4 | DI YOGYAKARTA 17 16 14 13 12
S | JAWA TIMUR 31 30 26 25 22

"6 | ACEH 9 ) 8 k& 7
7 | SUMATERA UTARA 22 21 18 17 15
8 | SUMATERA BARAT 15 14 13 12 11
CRE S 33 31 27 26 | 28
10 | JANBI 24 23 20 19 17
11 | SUMATERA SELATAN 27 26 22 21 19
12 | LAMPUNG a6 29 30 24 26
13 | KALIMANTAN BARAT 61 58 51 49 44
14 | KALIMANTAN TENGAH 30 29 25 24 22
15 | KALIMANTAN SELATAN 40 as 34 32 29
16 | KALIMANTAN TIMUR 16 15 13 12 11
17 | SULAWESI UTARA 43 41 36 34 31
18 | SULAWESI TENGAH 38 36 32 30 27 |
19 | SULAWESI SELATAN 40 as 34 32 29
L’i() SULAWESI TENGGARA 45 43 38 36 32

21 | MALUKU 25 24 21 20 18
22 | BALI 21 20 18 17 15
23 | NUSA TENGGARA BARAT 38 36 32 30 27
24 | NUSA TENGGARA TIMUR 20 19 17 16 14
25 | PAPUA 53 51 45 43 as
26 | BENQKULU 38 36 32 30 7
27 | MALUKU UTARA 43 | 42 36 35 | 31
28 | BANTEN 13 12 11 10 9
29 | BANGKA BELITUNG 28 27 24 23 20
30 | GORONTALO 43 42 36 35 31
31 | KEPULAUAN RIAL 13 12 1 10 9
32 | PAPUA BARAT S0 48 42 40 35
33 | SULAWESI BARAT 44 42 a7 as 32
34 | KALIMANTAN UTARA 13 13 11 11 10

Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25-19

23,0 | 23,0
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2 [ JAWA BARAT 20,9 [ 210 [ 210 [ 210 [ 210 |
3 | JAWA TENGAH 209 | 21,0 | 21,0 [ 21,0 | 21,0 |
4 | DI YOGYAKARTA 230 | 230 | 230 | 230 | 280 |
S5 | JAWA TIMUR 20,9 21,0 21,0 | 21,0 | 21,0 |
6 | ACEH 21,9 | 220 | 220 | 22,1 | 221 |
7 | SUMATERA UTARA 229 [ 230 | 230 | 232 [ 232 |
8 | SUMATERA BARAT 229 | 230 | 230 | 232 | 232 |
9 | RIAU 219 | 2320 |:220 |21 |23 |
10 | JAMBI 209 [ 210 [ 210 | 210 | 210

11 | SUMATERA SELATAN 20,9 | 21,0 | 210 | 21,0 | 21,0 |
12 | LAMPUNG 209 | 210 | 210 | 21,0 | 210 |
13 | KALIMANTAN BARAT 209 [ 21,0 [ 21,0 [ 21,0 [ 21,0 |
14 | KALIMANTAN TENGAH 209 [ 210 | 210 | 21,0 | 210 |
15 | KALIMANTAN SELATAN 209 | 21,0 [ 21,0 [ 21,0 [ 21,0 |
16 | KALIMANTAN TIMUR 21,9 | 220 | 2206 | 221 [22]

17 | SULAWESI UTARA 21,9 | 22,0 | 220 | 22,1 | 22,1 |
18 | SULAWESI TENGAH 20,9 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
19 | SULAWESI SELATAN 21,9 | 22,0 [ 220 | 22,1 [ 22,1 |
20 | SULAWESI TENGOARA 209 | 21,0 [ 210 | 21,0 | 210 |
21 | MALUKU 21,9 | 220 | 220 [ 221 [ 22,1 |
22 | BALI 229 | 230 [ 230 [ 232 [ 23,2 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 20,9 21,0 21,0 | 21,0 | 21,0 |
24 | NUSA TENGOARA TIMUR | 229 | 23,0 | 230 | 232 | 232 |
25 | PAPUA 21,9 | 220 | 220 | 22,1 | 22,1 |
26 | BENGKULU 20,9 21,0 21,0 21,0 | 210 |
27 | MALUKU UTARA 21,2 | 22,0 [ 220 [ 22,1 [ 22,1 |
28 | BANTEN _ 219 | 220 | 220 | 221 | 221
29 | BANGKA BELITUNG 209 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
30 | GORONTALO 209 [ 210 | 210 | 21,0 | 210 |
31 | KEFULAUAN RIAU 229 | 230 [ 230 | 232 | 232 |
32 | PAPUA BARAT 21,9 [ 220 | 220 | 221 | 221 |
33 | SULAWESI BARAT 209 [ 210 [ 21,0 [ 21,0 [ 21,0 |
34 | KALIMANTAN UTARA 20,9 | 21,0 | 210 | 21,0 | 210

6) Indeks Pembangunan Keluarga {(iBangga)
Indikator ini dikembangkan untuk menangkap dinamika
pembangunan keluarga secara kKomprehensif dan terintegrasi
dalam upaya peningkatan kualitas keluarga Indonesia. Dalam
indikator ini, Kkualitas Keluarga dicirikan dengan dimensi
ketenteraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan.
Indikator ini  digunakan untuk  mengukur  keberhasilan
Pembangunan Keluarga baik secara nasional maupun
kewilayahan, mengidentifikasi  isu  strategis/ permasalahan
terkait kualitas keluarga, serta sebagai acuan dalam menyusun
program/kegiatan yang dibutuhkan. Pencapaian indikator ini
merupakan salah satu kunci dari keberhasilan Pembangunan
Keluarga Indonesia vang berkontribusi dalam  mewujudkan
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Sumber Daya Manusia Indonesia vang unggul dan memiliki daya

saing tinggi.

|1 | DKIJAKARTA | 55,73 | 57.22 | 59.30 | 61.38 | 63.46
2 | JAWA BARAT 356,69 | 58,20 | 50.32 | 62.44 | 64.55
3 | JAWA TENGAH |51.11| 52.47 | 54.38 | 56.29 | 58.20
4 | DI YOGYAKARTA 61.43 | 63.07 | 6536 | 67.6G | 69,95
5 | JAWA TIMUR | 51,11 | 52:47 | 54.38 | 56.29 | 58,20
6 | ACEH 51.11| 52.47 | 54.38 | 56.29 | 58.20
7 | SUMATERA UTARA | 96,69 | 58.20 | 60.32 | 62.44 | 54.55
8 | SUMATERA BARAT 55,73 | 5722 | 59.30 | 61.38 | 6346
9 | RIAU |55.73 | §57.22 | 59.30 | 61.28 | 63.46
10 | JAMBI 36,69 | 58.20 | 50.32 | 62,44 | 64.55
11 | SUMATERA SELATAN [ 51.11 | 5247 | 54.38 | 56.29 | 58.20
12 | LAMPUNG SL11| 5247 | 54.38 | 50.29 | 58,20
13 | KALIMANTAN BARAT [ 36.69 | 58.20 | 60:32 | 62.44 | 64.55

14 | KALIMANTAN TENGAH 56.69 | 58,20 | 60.32 | 62.44 | 64.55
15 | KALIMANTAN SELATAN | 56.69 | 58.20 | 60.32 | 62.44 | 64.55

16 | KALIMANTAN TIMUR 55.73 | 57.22 | 59.30 | 61.38 | 63.46
17 | SULAWESI UTARA [5573| 5722 | 5630 | 61.38 | 63.46 |
18 | SULAWESI TENGAH Sl.11| 52.47 | 54.38 | 56.29 | 58.20

19 | SULAWESI SELATAN | 56.69 | 58.20 | 60.32 | 62,44 | 64.55 |
20 | SULAWESI TENGGARA | 51,11 | 52.47 | 54.38 | 56,29 | 58.20

21 | MALUKU [S1,11] 52.47 | 5438 | 56.29 | 58.20
22 | BALI 5573 | 57.22 | 59.30 | 61.38 | 63.46
23 | NUSA TENGOARA BARAT | 51,11 52,47 | 54.38 | 56,29 | 58.20
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 51.11 | 52.47 | 54.38 | 56.29 | 58.20
25 | PAFUA |51.11| 52.47 | 54.38 | 56.29 | 58.20
26 | BENGKULU 51.11| 52,47 | 54.38 | 56,29 | 58.20
27 | MALUKU UTARA [ 56,60 | 58.20 | 60.32 | 62,44 | 64.55
28 | BANTEN 55.73| 57,22 | 59.30 | 61,38 | 63.45
25 | BANGKA BELITUNG [ 56,69 | 58.20 | 60.32 | 62.44 | 64.55 |
30 | GORONTALO 51.11| 52.47 | 54.38 | 56.29 | 58.20
31 | KEPULAUAN RIAU [55.73| 57.22 | 59.30 | 61.38 | 63.46
32 | PAPUA BARAT S1.11| 52,47 | 54.38 | 56.29 | 58,20
33 | SULAWESI BARAT |S1.11| 52.47 | 54.38 | 56.29 | 58.20
34 | KALIMANTAN UTARA 56.69 | 58.20 | 60.32 | 62.44 | 64.55

Pemetaan prioritas penggarapan Program Bangga Kencana per-
Provinsi;

Agar capaian target Program Bangga Kencana dapat tercapai di
tengah keterbatasan vang ada, perlu perencanaan program yang
memperhatikan fokus wilavah garapan. Analisis kuadran merupakan
salah satu metode pemetaan wilayah vang ditentukan berdasarkan
indicator Sasaran Strategis Renstra BKKBN 2020-2024 (Variabel
analisis berdasarkan Sasaran Strategis Renstra) vang diprioritaskan
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pada 3 (tiga) Sasaran Strategis Renstra diantaranya TFR, mCPR dan
Unmetneed.

1)  mCPRdan TFR
Dengan kerangka piker bahwa CPR berhubungan negatif
(berpengaruh  terbalik) terhadap TFR, meningkatnya mCPR
berpengaruh  terhadap penurunan TFR, Pemetaan Kuadran
mCPR dan TFR sebagai berikut:
Grafik 1. Diagram Kuadran antara TFR dan mCPR (sumber data:
SKAP 2019)

ANALISIS KUADRAN BERDASARKAN TFR DAN mCPR HASIL SKAP 2019
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Pada kuadran I, terdapat 6 provinsi dengan kondisi mCPR dan
TFR tinggi (anomali) vang dapat disebabkan antara lain karena
tingginya angka putus pakai (DO), tingginya pengguna Alokon
jangka pendek, atau banvaknya pengguna Alokon vang berusia
pada akhir masa reproduksi (15-19 tahun) vang terlanjur telah
memiliki banvak anak.

Kuadran I, terdapat 17 provinsi dengan kondisi mCPR rendah
dan TFR tinggi, Provinsi pada posisi kuadran ini akan menjadi
prioritas utama penggarapan Program Bangga Kencana terutama

pada  kegiatan-kegiatan untuk  penurunan  UnmetNeed,
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peningkatan MUKP dan penurunan ASFR kelompok usia 15-19
tahun, serta peningkatan penggunaan Alokon MKJP.

Kuadran Ill, terdapat 3 Provinsi dengan mCPR rendah dan TR
rendah (anomali) dan memerlukan perhatian khusus agar TFR
dapat tetap terjaga rendah.

Sedangkan pada Kuadran IV, terdapat 8 provinsi dengan kondisi
mCPR diatas rata-rata mCPR nasional dan TFR dibawah angka
TFR nasional. Provinsi-provinsi ini perlu lebih memperhatikan
keberlanjutan kesertaan ber-KB melalui pembinaan peserta KB
Aktif  (PA), Kelompok Kegiatan (Poktan) dan Program
Pembangunan Keluarga (termasuk untuk mempertahankan PA),
mengembangkan pemilihan penggunaan Alokon efektif terpilih
untuk menjaga tidak terjadi kegagalan atau putus pakai (Drop
Out) serta memperhatikan unmetneed yang kemungkinan
disebabkan karena alasan jangkauan pelayanan atau alasan
budaya/agama.

mCPR dan Unmetneed

Dengan kerangka pikir bahwa Unmetneed berhubungan negatif
(berpengaruh terbalik) terhadap mCPR, menurunnva unmetneed
berpengaruh  terhadap peningkatan mCPR, maka pemetaan
kuadran yang dihasilkan sebagai berikut:

Grafik 2. Diagram Kuadran antara Unmetneed dan mCPR

ANALISIS KUADRAN BERDASARMAN UNNETMEED DAN mCPR MASIL SKAP 2019
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(sumber data: SKAP 2019)

Pada Kuadran I, terdapat 2 provinsi dengan mCPR telah melebihi
rata-rata nasional tetapi wunmetneed masih tinggi (anomali).
Provinsi ini perlu fokus pada penyebab unmetneed yang masih
tinggi yang disinyalir dapat disebabkan oleh minimnya
akses/jangkauan pelayanan, ketakutan atas efek samping,
dan/atau alasan lain.

Kuadran II, terdapat 14 provinsi dengan yang perlu menjadi
prioritas penggarapan, dimana unmetneed tinggi dan mCPR
masih rendah, fokus penggarapan kesertaan ber-KB pada
provinsi ini perlu ditingkatkan.

Kuadran III, terdapat 6 provinsi dengan kondisi unmetneed
cukup baik tetapi mCPR masih dibawah rata-rata nasional. Hal
ini memerlukan perhatian lebih pada konseling dan sosialisasi
kesehata reproduksi dan pengenalan metode kontrasepsi
modern serta peningkatan kesertaan ber-KB MKJP.

Sedangkan pada Kuadran IV, terdapat 12 provinsi dengan
kondisi terbaik dimana unmetneed berada di bawah rata-rata
nasional dan mCPR telah melebihi rata-rata nasional. Provinsi-
provinsi tersebut perlu melakukan strategi untuk
mempertahankan capaian diantaranya dengan penguatan
pembinaan PA melalui Poktan, Penguatan Pembangunan
Keluarga, dan meningkatkan jangkauan/akses terhadap

informasi, konseling kesehatan reproduksi dan pelayanan KB.

3) Rasio Ketergantungan dan TFR
Dengan kerangka pikir bahwa Rasio Ketergantungan (RK)
merepresentasikan  ukuran bonus demografi, dimana TFR
berpengaruh terhadap tahapan transisi demografi, menurunnya
TFR berpengaruh terhadap pencapaian tahapan transisi bonus
demografi, maka pemetaan kuadran yang dihasilkan sebagai

berikut:
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Grafik 3. Diagram Kuadran antara TFR dan RK (sumber data:
SKAP 2019 dan SUPAS 2015)

ANALISIS KUADRAN BERDASARKAN RK DAN TFR
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Pada Kuadran 1, terdapat 18 provinsi yang perlu menjadi
prioritas penggarapan dengan RK telah melebihi rata-rata
nasional, tetapi TFR masih tinggi dan perlu fokus pada penyebab
TFR yang masih tinggi.

Kuadran Il terdapat 5 provinsi dengan TFR masih tinggi dan RK
sudah di bawah rata-rata nasional.

Kuadran I menunjukkan terdapat 10 provinsi dengan kondisi
baik ditandai dengan TFR dan RK berada di bawah rata-rata
nasional.

Sedangkan pada Kuadran IV, terdapat 1 provinsi dengan TFR
berada di bawah rata-rata nasional dan RK melebihi rata-rata
nasional.

Analisis  kuadran  scbagaimana contoh  diatas dapat
dikembangkan dengan berbagai variabel lain oleh masing-
masing unit kerja, baik Unit Kerja Eselon 1 (UKE-I) maupun Unit
Kerja Esclon Il (UKE-I) Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi
untuk dijadikan dasar pengembangan strategi penggarapan
Program Bangga Kencana sesuai dengan kegiatan prioritas vang
lebih spesifik dengan memperhatikan kondisi di masing-masing
wilayah (Provinsi).

2020, No.

466
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis BKKBN (Renstra) merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sechingga Renstra BKKBN ini
disusun dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan
pemerintah. Secara umum, kerangka logis yang dibangun dalam Renstra
BKKBN ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan kontribusi secara
langsung dan terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu acuan
yang paling mendasar dalam penyusunan Renstra ini adalah “Prioritas
Nasional (PN) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas
dan Berdaya Saing”, dengan Program Prioritas (PP) Pengendalian Penduduk
dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan, melalui penyelenggaraan Kegiatan
Prioritas (KP) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
dan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, serta KP Peningkatan
Kesehatan Ibu Anak, KB dan Keschatan Reproduksi. Sedangkan yang terkait
dengan “PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, berada pada PP
Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila yang fokus dalam KP

Revolusi Mental dalam Sistem Sosial.

Renstra BKKBN 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam pengelolaan Program
Bangga Kencana yang lebih efektif dan efisien, dengan memperhatikan
kerangka waktu dalam pencapaian sasaran program/kegiatan prioritas, baik
selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maupun di setiap tahunnya
(program/kegiatan jangka pendek/tahunan). Pembangunan Program Bangga
Kencana diharapkan mampu mengikuti perkembangan isu dan lingkungan
strategis sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan untuk pencapaian tujuan
BKKBN. Renstra ini disusun melalui rangkaian proses yang dimulai dari
perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian beserta evaluasinya.
Dengan demikian, seluruh Unit Kerja di lingkungan BKKBN memiliki target
kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi, baik pada setiap tahunnya,
pertengahan periode RPJMN/Renstra 2020-2024, maupun pada akhir periode
5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Renstra BKKBN 2020-2024 juga sudah memenuhi kaidah-kaidah management

strategic planning yvang dapat menggambarkan keefektifan organisasi dalam
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menjalankan amanat Program Bangga Kencana. Oleh karena itu, pada saat
penyusunan Renstra BKKBN diparalelkan dengan penyusunan Balanced Score
Card (BSC) BKKBN, terutama untuk BSC pada level corporate (lembaga) dan
Eselon I untuk mengelola dan mengukur perencanaan strategis dengan
mensinergikan seluruh elemen organisasi yang ada dalam berbagai perspektif
(perspektil Customer/Pelanggan, Perspektif Internal Business Process/Bisnis
Internal, Perspektif Learning and Growth/Pertumbuhan dan Pembelajaran,
serta Perspektif Finance/Keuangan). Secara umum BSC yang disusun dapat
membantu BKKBN dalam memperjelas dan menerjemahkan upaya dukungan
terhadap Visi, Misi dan Janji Presiden melalui berbagai strategi yang tertera
dalam Renstra BKKBN 2020-2024, serta untuk mengkomunikasikan dan
mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis dalam merencanakan,

menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis.

Selanjutnya, dalam operasicnalisasi Renstra BKKBN 2020-2024, revitalisasi
program/kegiatan dapat dilakukan melalui penajaman tugas/fungsi BKKBN
dengan mengacu pada kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka
pendanaan yvang telah disusun. Tentunya pengembangan kegiatan operasional
tidak hanya menitikberatkan pada penyusunan kebijakan, tapi juga harus
memperhatikan kaidah perencanaan berbasis kewilayahan dan fokus pada
segmentasi sasaran, memberikan tempat yang lebih terhadap fungsi-fungsi
koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta sinkronisasi

program/kegiatan lintas sektor.

Sebagai penutup, apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan
pada Renstra BKKBN 2020-2024, maka akan dilakukan penyesuaian dan
penyempurnaan sebagaimanamestinya. Perubahan Renstra mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra,
perubahan struktur organisasi/kelembagaan dan/atau tugas dan fungsi
BKKBN, serta melalui proses telaah/evaluasi serta mendapatkan pertimbangan
dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas

dan/atau Kementerian Menpan dan RB.
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Matriks Kerangka Regulasi

Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024

0. Arah Kerangka Regulas denftau Kebuuhan Regulasi | Urgensi Pembentulan Bercaserken ~~ Unit Penenggungjawab | UnitTerkall | Target
Evluas! RegulasiEksising, Kajan hsttusi | Penyelesalan
tan Penefan

Harmonisas UJ o, 52 Tafun 2009 oengan UL N 23 Tahun 20 | Dukungen untnk Biro Hukum, Orgenisasi Can | - BRIBA m

Tt oengan Kelemoagaan Program Bangga Keneara d g Humes -Kementeran

Prsinidan ebkot s enguaen ProramBangga Kenearad | - elembegaan ProgramBangga ke Neger

Desa Kencana d Provinsi dan
Kabugetenolasestalcengen
pingip clonom daersh

b Peryeienguavaan Proram Bangga
Kencana i Daereh, bl gl
Provinsi, Kabupaten Kot
mapun Dese

¢ Pengualen implementasi Program
Bangga Rencana deh enagain

lepangar
Pesaturan Bersama el Mol antra el BRKEN, Kementerian | Dukungen untak « Bio Hukum, rganisasi Dan | - BRKBN a
el Negeri,den Kementenan Desa, Penbangunen Daerch P -Kementeran
Terlingga,can Transmigrasientang Penguatan Program Bangga f U.UNo‘STah‘uanled(alt - Direcorel Bina Hubungen | Delam Neger

\ Sitem pemerinlaan oesa yang :

Kencana d Desa . AniarLembaga -Kementeran

MeNgaICarcan posii yang Y

‘ -Diktord i Lin esa
eqyelfelaa anara pemernizh
Lepangan

desaengen masyarekal cosa dan
pergeldla ces2 sebagai crgen
pemefinlh e crgan
Vemesyarakatan Delam bl i
o kelemzagaen unik
menviung Program Bangga
Kencana harus menyestakan
(engandesain pemerniaen desa.
Kelembzzaan yang mastk cdlam
Igeup oca seff gcvernment ager
Hestluruhan program akan
mencegatéan dukungzn ol den
perasional car pemenieh desa

www.peraturan.go.id
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B | Tenaga i apangan yang memiii
Kuafksisebagai perencang,
pekaksana dan sekalgus
pengyerek. Tenaga i lapangan
harts cacelbekera selaky
birokres! Program Bangga
Kencana dan sebagai role modg
Jng mamou menggerekken
poensi mesyarakal agar depat
berpartsoasi secara opimd.
Kemermpuan komunikesiden
negosiasi dengan kepda Desa,
perangfa Desa dan lokoh
masyarakatakan menjadi itk
Kefuelan keberhasien program
Oleh kerena t, tenaga i
Iapangan harus dberken
(Ukungan terkait dengn posis
Kelembegaan program odlam
peranghal desa sedaga
Kelerbzgaan pemeriniahan des
sefingga kinerj para lengaln
Izpangan capal dielankan secara
profesiond, frencana, tenkr
serla memilki damoak teredep
Kebjakannasiond i bickng
pengendalian pendud, keuarga
berencana dan pembengunan
Keluarga

www.peraturan.go.id
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G Penguaten koorcinasi can

Sinkronisas! kegiatan Bangga
Kencanalintas sektor yang
Cllaksankan d Kampung KB.
Sinkronisasi kegjalanfintas seklor
dapat meningkatkan manfaat
Kampung KB bagi masyarakal,
teebih apabila dagat diaksanakan
dengan lepal sesaran (Segmentasi
sasaran wiayah) atau sestai
dengan kebutuhan masyarakat
(segmentasi kebutuhan
masyarakat). Selain lu, koordinasi
[Uga depat diakuken untuk
mewjuckan sinergitas cta yang
climiiki oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Dagrah Tertinggal,
dn Transmigrasi (Kemendes
POTT), terulama data tekat
daerah 3T (Tertinggal, Tercepan,
(an Terluar Indonesia) sebagai
tisis oata penetzpan segmentasi
sasaran wiayahlokasi Kampung
KB yany pefu segera mencapat

perhatian Khusts.
Kebiakan yang sistemalis dan sfrategis celam rangka opimalisasi | Dukungen unfuk: Biro Hukum, Organisasi Dan | - BKKBN
oefaksangan pembangunan Program Bangga Kencana. Program ~Kementerian
Bangga encana harus dapal diselenggerakan secera terpadu a Penerbitan landasan hukum dan Delam Negeri
dengan menggunakan pendekatan fintas Sektorel dar seluruh potens penyerasian kebjakan yang saet -Kementerian
yang ach baik dari pemeriniah, swasta, maupun peran sertadnisiaff Ini belum memadal, dimena masih Sosial
masyarakat, Penguiatan landesan hukum dalam bentuk Perafuran ferdapat beberapa peraiuran ~Kementerian
Presien RI sebagal dukungan reguiasi terhadep Penyelenggaraan pemerinteh dar UL Nomr &2 Kesehatan

Perkenbangan Kependuduken dan Pembanguinan Keluarga, dan
penyerasian kebiakan pembangunan Program Bangga Kencana
ferhadap beberapa permasalahian sangal dperlukan.

Tahun 2005 yang belum dsusun
dian ditetapkan, dan masih banyak
Kebjakan pembangunan seklor lain
yang belumsinergj dengan
perbangunan Program Bangga
Kencana.

2020, No. 466
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b Penegesen konilmen dan
(ukungan pemernieh pusatden
Oagrah terhadzp kebieken
Program Bangga Kencanayang
mesif reledf rendeh. Cipedukan
requlasi untik meningkatkan
pemahaman pemerinlah pusat dan
Gaerah tentang Program Bangga
Kencana, sinergias ketiakan
peecaaan program den
penganggaran yang terkal engen
Program Bangga Kencana d
e perencanaan deerah, dan
peraluran perindanganyang
mendukung penguatan
Kelembagaan

¢ Penguaten koordinasi
embangunan Progra Bangga
Kencana cengen program
pebangunan fainnya, anaralain
Koordnasi dengan program
bnluen pemerinlah sepert
Program Keluarga HerapanPkH,
Jampersal dan SUSN Kesehatan,
seta penanganan alas kebijakan
pemzengunan Program Bangge
Kencana yang selama i mesh
bersiet parsia.

d - Penerbiten Peraturen Prescen
fentang Pedomen
Penyelenggaraan Perkembangan
Kependudukan dan Pemtangunan
Keluergayang merupakan
amanalperinizh dari Pasal 14
Peratiran Pemeriniah §7 Tafun
2014 tentang Perkembangen
Kegenduchkan can Permtengunan
Keliarga, Keuarga Berencana,
en Sistem nformasi Keluarga

www.peraturan.go.id
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6 | Peraturan Bersama atau Mo anlara Kepaa BKBN cengan Sinkronisasi UU No. 52 Tanun 2009~ - Biro Hukum, Organisesi Dan | - BRKBN am
Kemenpan R dlam rangka peningkatan profesionalitas tenagalini | dengan UL No. 6 Tahun 2014 tentang  Humes -Kementerian
[apangan KB di Cesa. Desa dalam memperkuatbasis program - Direkforat Bina Hubungan | Pendayagunzan
(i tingka i apangan sangat ipefukan — Antar Lembaga Aparatur Negara
mengingal sasran tercepan danwjued - Direktorat Bina Lin n Reformesi
keberhasian Program Bangga Kencana  Lapangen Birckrasi
adelah pada ingkat linilapangan yakni
perdesaan. Sraegi nfus meningraiken
partsipasi kelembagaan di esaijuga
harus menyesuialkan kedijakan nasiond
(i desayang dtuangken delam UU No. 6
Tahun 201,
7| Perafuran Kepala BRKBN Tentang Sertfikasitenage Penyuun KB/ | Tenaga Penyulun KBIPLKB yang - Biro Hukum, Organisasi Dan | - BRKBN it/

pefugas lapangen KB (PKBIPLKB) yang memperhalican
penenjangen’ pengembangan kompetensi sesualtunlutan program
dan memperhatiken pemerataan disnbusitenaga PRB/PLKB di desa

merupakan PNSIASN memilkifasiitas ~ Humes

Uniuk meningkatkan kepasitasnya - Pusat Pendicikan dan
sehagaimana dialr deam Pasal 110U Pelatihan Bangga Kencana
No. 52014 DariketentvanPasal 11~ - Direktorat Bina Lin
fersebul menunjikkan batwa acarya — Lapangen

Hunttan bagi ASN untuk beerja secara

professional dan berkualas. Oleh

Karena i, dperukan sertfikasi tenaga

Penyuluh KB peluges apangan KB

(PKB/PLKB] yang memperhatian

perjenjangan’ pengembangan

Kompetensinya.

www.peraturan.go.id



2020, No. 466 106-

§ | Penyusunan regulasi dlam bentuk Peraturan epe BKKBN Seaini telah ada PeraturanKepale - Biro Hukum, Organisasi Dan | - BRKBN an
Tentang Balai Penyuluhan scbagai Uni Pelaksana Teknis {UPT) | BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang  Humes
Program Bangga Kencana di Tingket Kecamalan ager program- | Pendayagunaen Tenaga Penyuln - Pusat Pencidikan dan

progreim Bangga Kencana dapat letaksane dengan balk sestei Bangga Kencana BKKBN yangininya  Pelathan Bangga Kencana
ORigan rancangan dan kelentuan peraturen perundang-undengen | Sebagei acuian dan pedoman keja bagi
yang beku. (OPD Bidang Delcuk dan KB yang
menengani bidang Pengendalian
Pendudui dan Keluarga Berencana
KebupateKota namun belum mengatur
secara feknis lentang bentk Unit
Pefaksana Teknis (LPT) Program
Bangga Kencana d fighatkezamatan
Untuk i peu cisusun Penyustinan
regulasiclam bentuk Peratran Kepala
BKKBN Tentang Bala Penyuluban
sehagal Unit Pelaksana Tekris (UPT)
Program Banggz Kencana d Tingkat
Kecamalan agar program-program
Bangga Kencana dapat tafaksana
dengan balk sesuai dengen rancangen
¢ ketentuan perattran perundang-
Uncangan yang bedaku.

www.peraturan.go.id
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Harmarisasi reguiasi entang Bali Penyuluban sebagai Unil
Pelaksana Teknis {UPT) Program Bangga Kencana i Tinghat
Kecamalan cengan Peraduran Menter Deter Neger Republik
Inconegiz Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberlukan
dan dasifast Cahang Dines dan Unit Plaksana Takns Degren

-107-

Wenleri Delam Neger sebegel
Kementeran yang membaual
rganisas peaksena kegiatan eknis
Gpérasionelcanilau kegietan lgfrs
penuniang erent pada Dins alay
Baden Daerah telah mengeluerkan
Peraliran Menter Daam Neger
Reputik Indoregie Nomor 12 Tahun
2017 Tentng Pedomen Pambertikan
dan asifkasi Czbang Dinas den Un
Peaksana Tekn's Daerah, Perafuran
ek ersebul etk atas peintan
Pasal 19yt 5}, Pasal 22 yat (8,
Pasal 28 ayat 5], Pasal 41 ayat (3, dan
Pasal 49 ayat 3] Perauren Pemerinteh
Nomor 18 Tahun 216 lenlang
Perengat Dagrah, Cleh karema
delem menyustn regulas lentang Bela
Penyulunan sebaga Un Pelaksana
Teknis {UPT} Program Bangga Kencan
(i Tingkat KecamalandipedUkan
harmonisasi dengan Peratran Mentei
Delam Negeri Republlk Indonesia Nomer
12 Tahun 2017 Tentang Pecoman
Pembentiken den Hasikesi Cebang
Dings dan Uni Pfaksana Teknis Dagrah
a0er ldek ac kontaciks anlr
peaan

Biro Hukum, Organisasi Dan
Humes

- BKKRN
- Kementerian
Delam Neger
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